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A. TO JIWA RAM (B111 12 011) Analisis Yuridis Pemberian 
Seponering Oleh Jaksa Agung (Studi Kasus Penyampingan Perkara 
Abraham Samad), dibawah bimbingan dan arahan Bapak Syukri Akub 
(selaku pembimbing I) dan Ibu Haeranah (selaku pembimbing II). 
Skripsi ini membahas terkait kewenangan Jaksa Agung dalam 
mengenyampingkan perkara Abraham Samad atas dasar demi 
kepentingan umum, yang ditinjau dari aspek yuridis. Permasalahan dalam 
skripsi ini menyangkut  sejauh mana kesesuaian seponering perkara 
Abraham Samad dengan rumusan kriteria ”Kepentingan Bangsa dan 
Negara dan/atau Kepentingan Masyarakat Luas” sebagaimana telah 
diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Skripsi ini menggunakan metode penulisan kepustakaan yang 
diambil dari buku, jurnal, makalah, dan sumber-sumber lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Penulisan ini menemukan simpulan bahwa tidak 
ada kriteria “Kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan 
masyarakat luas” yang merupakan penjelasan dari istilah ”kepentingan 
umum” dalam penyampingan perkara Abraham Samad. Walaupun 
kewenangan untuk menilai “kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau 
Kepentingan Masyarakat Luas” merupakan diskresi Jaksa Agung dan 
dibenarkan secara yuridis, namun menurut penulis penyampingan perkara 
Abraham Samad oleh Jaksa Agung merupakan bentuk “penyelundupan 
hukum” yang menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian, dan 
ketidakmanfaatan hukum. Sehingga penulisan ini memberikan kritera-
kriteria untuk kepentingan bangsa dan negara dan atau masyarakat luas, 
dan memberikan saran agar seponering masuk dalam kewenangan 
praperadilan sebagai sarana mentransformasikan keputusan subjektif 





A. TO JIWA RAM (B111 12 011) A Juridical Analysis on the General 
Attorney’s Seponering Provision (A Study on Abraham Samad Case), 
supervised and guided by Mr Syukri Akub (as the first supervisor) and 
Mrs. Haeranah (as the second supervisor). 
This thesis mainly discusses the authority of general attorney in 
disregarding Abraham Samad’s case on the basis of public necessity, 
viewed from a juridical aspect. The main issue of this thesis deals with the 
extent of conformity of seponering with the case of Abraham Samad with 
the criteria formula of  “Country and state necessity and/or public interest” 
as stipulated in the explanation of Article 35c of Law Number 16 Year of 
2004  about Attorney of Republic of Indonesia. 
This thesis made us of library research method and the sources 
were taken from books, journals, papers and other reliable information. 
This research discovered that there was no criteria of “public necessity” to 
disregard the case of Abraham Samad. Although the authority to assess 
“Country and state necessity and/or public interest” was the discretion of 
General Attorney and legally justified, but it was found that the 
disregarding of Abraham Samad’s case by the General Attorney, 
constituted a “smuggling of law” which caused injustice, uncertainty, and 
less-expediency of law. Thus this research provides several criteria in 
assessing the country and state necessity and/or public interest, it also 
provides recommendation that the seponering should be classified in a 
pre-trial authority as a medium for transforming the General Attorney’s 
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 PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) merupakan lembaga 
negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan RI sebagai salah satu pilar 
penegak hukum di Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang begitu 
strategis dalam peranannya sebagai ‘the guardian of justice’ dalam rangka 
melindungi segenap kepentingan publik.1 Kejaksaan RI sebagai institusi 
penegak hukum di Indonesia melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 
Secara kelembagaan, Kejaksaan RI merupakan penghubung antara 
masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma 
yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan 
fungsinya, Kejaksaan RI haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari 
intervensi manapun, termasuk dari pemerintah.2 
Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan kerja-kerjanya 
dipimpin langsung oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 memiliki wewenang untuk 
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sebagaimana yang 
                                                          
1 Anti Corruption Committee, 2014, Manual saku ‘Pemantauan Jaksa’, hlm. iii 
2 Dio Ashar Wicaksana, 2013, Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara 
Indonesia, Jurnal Fiat Justita, Vol.1. No.1, Maret. 
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diatur dalam Pasal 35 huruf c bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan 
wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Maksud 
dan tujuan undang-undang memberi kewenangan pada Jaksa Agung 
tersebut adalah untuk melaksanakan asas oportunitas sehingga dengan 
demikian satu-satunya pejabat negara di Negara Indonesia yang diberi 
wewenang melaksanakan asas tersebut, dan tidak kepada setiap Jaksa 
selaku penuntut umum.3 Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam 
rangka pelaksanaan asas oportunitas, Jaksa Agung menuangkannya 
dalam surat penetapan atau keputusan yang salinannya diberikan kepada 
yang berkepentingan khususnya kepada yang dikesampingkan 
perkaranya demi kepentingan umum.4 
Alasan penyampingan perkara oleh Jaksa Agung dilakukan atas 
dasar kepentingan umum sesuai dengan Pasal 35 huruf c Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004. Penjelasan pasal tersebut memberikan 
makna ‘kepentingan umum’ yaitu kepentingan yang berkaitan dengan 
negara/bangsa atau masyarakat luas. 
Salah satu kasus pemberian seponering oleh Jaksa Agung adalah 
kasus pemberian seponering kepada Abraham Samad, mantan pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Maret 2016 dengan 
mengeluarkan surat keputusan (Tap.012/A/JA/03/2016). Kasus ini berawal 
dari adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan 
yang dilaporkan oleh Chairil Chaidar Said, ketua LSM Lembaga Peduli 
                                                          




KPK-Polri ke Bareskrim Polri pada awal Januari 2015. Kasus tersebut 
dilimpahkan ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Abraham Samad 
dituduh membantu Feriyani Liem memalsukan dokumen kependudukan 
untuk mengurus perpanjangan passport. 
Kasus yang melibatkan Abraham Samad tersebut dianggap sebagai 
bentuk kriminalisasi terhadap KPK dan upaya pelemahan terhadap 
pemberantasan korupsi di Indonesia. Selaku pimpinan KPK Abraham 
Samad merupakan icon pejuang anti korupsi yang telah banyak 
memberikan sumbangsih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia 
dalam masa jabatannya. Sehingga menurut Jaksa Agung  kasus Abraham 
Samad harus dilakukan seponering karena akan menimbulkan kegaduhan 
dalam masyarakat luas jika perkara tersebut tetap dilanjutkan.5 
Namun, menurut pendapat Chairul Huda bahwa kewenangan 
seponering yang dimiliki Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara 
demi kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berpotensi 
digunakan secara politis sebagai bentuk penyelundupan hukum. 
Wewenang yang dimiliki Jaksa Agung itu sangat rentan untuk 
disalahgunakan sebagai alat demi memberikan kekebalan hukum 
terhadap pihak-pihak tertentu yang akhirnya menyebabkan pelanggaran 
dan kerugian hak konstitusional warga negara Indonesia untuk 
mendapatkan jaminan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di 
                                                          
5 http://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-
widjojanto--/3219269.html, (11 Mei 2016). 
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hadapan hukum dan terbebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana 
tertuang dalam UUD NRI 1945.6 
Realitas dengan pemberian surat keputusan seponering kepada 
Abraham Samad telah menimbulkan berbagai implikasi, utamanya bagi 
masyarakat Indonesia yang mencita-citakan keadilan dapat terwujud di 
bumi pertiwi Indonesia, karena siapapun yang ada di Indonesia 
kedudukannya sama di muka hukum tanpa ada kecualinya; dengan 
adanya pemberian surat keputusan seponering maka yang ada hanya 
ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. 
Walaupun pemberian seponering merupakan hak yang diberikan 
kepada Jaksa Agung, tetapi belum ada indikator yang jelas siapa saja 
yang berhak untuk diberikan seponering karena hal tersebut guna 
tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 
Kedudukan Abraham Samad yang merupakan pimpinan KPK sama 
sekali bukan alasan sehingga dapat diberikan seponering begitu saja. 
Semangat pemberantasan korupsi tidak akan berpengaruh walaupun 
Abraham Samad tidak diberikan seponering, bahkan paradigma 
masyarakat saat ini dengan adanya pemberian seponering tersebut 
bahwa Abraham Samad adalah orang yang ‘kebal hukum’ dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan wadah untuk menjadi orang 
yang ‘kebal’ akan jeratan hukum karena dianggap orang-orang di 
                                                          
6 Nano Tresna Arfana, 2016, Kewenangan Seponering Jaksa Agung Berpotensi Digunakan 
Secara Politis, dikutip dari:   
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13101&menu=2#.VzIRF
DF39_k, (11 Mei 2016). 
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dalamnya adalah ‘malaikat-malaikat’, yang memiliki tameng agar tidak 
dapat dikenakan sanksi hukum jika melakukan tindak pidana. 
Pemberian seponering kepada Abraham Samad pun menimbulkan 
pertanyaan: apakah pemberian seponering tersebut benar-benar untuk 
‘kepentingan umum’ ataukah kepentingan Abraham Samad sendiri. 
Dengan demikian, yang terjadi bukan lagi rule of law melainkan rule of 
man, yang berarti kedudukan sama di muka hukum tidak lagi diindahkan 
oleh Jaksa Agung. 
Filsuf Inggris David Hume7 menjelaskan bahwa hukum selalu 
membatasi setiap kekuasaan yang diberikannya ‘the law always limits 
every power it gives’. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004 yang memberikan kekuasaan kepada Jaksa Agung untuk 
mengesampingkan perkara dengan batasan demi kepentingan umum. 
Namun, batasan ‘kepentingan umum’ tersebut sebagai kepentingan 
Abraham Samad semata. Sehingga dalam kapasitas Abraham Samad 
sebagai pejabat publik, pemberian seponering itu telah melanggar prinsip 
‘Jura Publica Anteferenda Privatis Juribus’ hak-hak publik diutamakan dari 
hak-hak privat. Realitas ini menjadi dasar bagi penulis untuk menulis 
skripsi berjudul “Analisis Yuridis Pemberian Seponering Oleh Jaksa 
Agung   (Studi kasus Penyampingan Perkara Abraham Samad)”. 
 
                                                          
7  O.C. Kaligis, 2011, Deponering teori dan praktik, Bandung: P.T. Alumni, hlm. Viii. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan dua 
pokok permasalahan, yaitu : 
1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam 
memberikan Seponering kepada Abraham Samad secara yuridis 
dapat dibenarkan? 
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap pemberian 
Seponering kepada Abraham Samad oleh Jaksa Agung? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui secara yuridis dasar pertimbangan Jaksa Agung 
dalam memberikan Seponering kepada Abraham Samad  
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pemberian 
Seponering kepada Abraham Samad oleh Jaksa Agung. 
D. Manfaat Penulisan 
1. Manfaat Teoritis/Akademis 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 
pengetahuan di bidang kepidanaan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai bahan referensi bagi penulisan lain yang berminat 
pada penulisan yang serupa dengan penulisan ini. 
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b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan 
bagi Jaksa Agung dan pihak-pihak terkait dalam menentukan 
kebijakan yang akan datang.  
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BAB II 
    TINJAUAN PUSTAKA  
 
A. Tinjauan Umum Terhadap Kejaksaan Republik Indonesia sebagai 
Lembaga Penuntutan 
1. Sejarah Kekuasaan Kejaksaan dalam Ketatanegaraan  Indonesia 
Sebelum adanya penuntut umum di Indonesia, cara penyelesaian 
perkara diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
Pemerintah tidak ikut campur dalam penyelesaian tersebut, karena 
dianggap persoalan pribadi yang bersangkutan. Akibatnya apabila 
seseorang barangnya dicuri, maka yang bersangkutan mencari sendiri 
pencurinya dan menyelesaikan sendiri dengan pencurinya. Apabila 
terjadi pembunuhan, maka yang bersangkutan sendiri yang akan 
menyelesaikan, yang akan melibatkan keluarga, kelompok untuk 
mengadakan balas dendam tersebut.8 
Adapun sejarah penegakan hukum khususnya yang dilakukan oleh 
aparat Kejaksaan, pada prinsipnya lebih menitikberatkan pada masa 
berkuasanya Kerajaan Majapahit dan Mataram.9 Kekuasaan tersebut 
teristimewa melekat dan dimiliki oleh kerajaan terkuat di wilayah Asia 
Tenggara ketika itu, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram.10 
                                                          
8 Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bandung: 
Mandar Maju, hlm. 175. 
9 Ilham Gunawan, 1994, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik, 
Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43. 
10 Ibid, hlm. 44. 
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Namun demikian, juga tidak mengenyampingkan peranan 
penegakan hukum oleh aparat Kejaksaan ketika masih berkuasanya 
Kerajaan Singasari maupun pada dinasti di Kesultanan Cirebon.  
Peran sejarah penegakan hukum oleh aparat Kejaksaan pada 
dasarnya sangat penting.11 Berikut sejarah penegakan hukum oleh 
Kejaksaan dari masa ke masa: 
a.  Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Pada Masa Kerajaan 
Majapahit 
Dari khazanah pembedaharaan sejarah di tanah air kita serta 
berbagai disiplin ilmu yang lain, telah disingkapkan oleh para ahli 
dalam bidang masing-masing bahwa zaman bahari suku-suku 
bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi, 
serta sistem peradilan yang memadai dengan situasi dan kondisi 
pada masing-masing lingkungannya.12 
Berdasarkan data sejarah nasional pada zaman Kerajaan 
Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit, telah 
menunjukkan bahwa ada beberapa jabatan di negara tersebut yang 
dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Ketiga istilah 
tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Sansakerta.13 
Peranan Kejaksaan telah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat 
Indonesia kuno. Dalam masa kekuasaan Kerajaan Majapahit, 
                                                          
11 Ibid. 
12 Ibid., hlm. 44-45. 
13 Ibid., hlm. 45. 
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Gajah Mada sebagai Mahapahit juga mempunyai kedudukan 
sebagai Jaksa negara atau Raja atau Shiti Narendran. Dalam hal 
ini Gajah Mada harus menyusun suatu rencana lengkap dalam soal 
sengketa yang penting. Uraian tersebut dapat dilihat dalam buku 
pedoman pelajaran tata hukum Indonesia, oleh Kusumadi 
Pudjosewojo, yang menyatakan sebagai berikut:14 
Di antara kitab-kitab hukum yang terdapat dari abad-abad 
dahulu itu ada beberapa yang disebut oleh para sarjana seperti 
Krom dalam bukunya “Hindoe-Javaansche Geschiedenis” Van 
Vollen Hoven dalam bukunya adat recht, Jilid II. Sebuah kitab 
hukum bernama “Hukum Gajah Mada”. Gajah Mada adalah pepatih 
Negara Majapahit dari tahun 1331-1364. Orang kuat ini sebagai 
Adhyaksa (Jaksa) menyelenggarakan segala Shiti Narendan 
(Undang-Undang Raja) dan sebagai Astapadha Raja memberikan 
laporan pada segala peradilan perkara-perkara yang sulit-sulit dan 
atas usahanya tersusunlah semua piagam-piagam perihal yang 
dikenal pada masa itu berupa kitab hukum, yang disebut kitab 
hukum Gajah Mada. 
Menurut penjelasan W.F. Stuterheim, dalam karyanya Het 
Hindoeisme in Den Archipel, dinyatakan bahwa Dhyaksa adalah 
pejabat negara di zaman kerajaan Majapahit, ketika ada di bawah 
kekuasaan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389), yang dibebani tugas 




untuk menangani masalah-masalah peradilan di bawah pimpinan 
dan pengawasan Mahapatih Gajah Mada.15 
Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
yang dimaksudkan dengan Dhyaksa adalah Hakim Pengadilan, 
sedangkan Adhyaksa Hakim tertinggi, yang memimpin dan 
mengawasi para Dhyaksa. Dengan demikian Adhyaksa bekerja 
sebagai pengawas (Opzichter) atau Hakim Tertinggi 
(Opperrechter).16 
Selanjutnya tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan 
hukum bukan hanya sekadar bertindak sebagai Adhyaksa, akan 
tetapi menjalankan juga segala peraturan Raja atau Shiti 
Narendran, dan melaporkan perkara-perkara sulit ke Pengadilan. 
Jadi tugas yang disebut terakhir ini mirip dengan tugas Jaksa 
selaku penyerah perkara pada dewasa ini.17 
Dari Adhyaksa dan Dhyaksa dituntut kemahiran dan keahlian 
dalam kitab hukum hindu kuno yang sudah diakui oleh hukum adat 
dan sesuai dengan perasaan atau pendapat para rohaniawan, 
serta para cendikiawan yang mendampingi para Dhyaksa tadi. 
Sehubungan dengan hal tersebut, pengertian Dhyaksa adalah 
seorang yang mahir atau ahli dalam soal hukum, sedangkan 
Adhyaksa adalah sebagai pengawas dan kadi.18 
                                                          
15 Ibid. 





Kemudian pada zaman kerajaan Majapahit maupun kerajaan 
Singasari dalam abad ke XIII, Raja didampingi oleh 
Dharmadhyaksa yaitu sang melaksanakan tugas dalam urusan 
agama Syiwa dan Budha. Di samping sebagai petugas dalam 
bidang keagamaan, Dharmadhyaksa mempunyai tiga pengertian 
dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:19 
a) Sebagai pengawas tertinggi dari kekayaan suci (Superintendent). 
b) Sebagai pengawas tertinggi dalam urusan kepercayaan 
(Religie). 
c) Sebagai ketua pengadilan. 
Adapun tugas-tugas Dharmadhyaksa dalam bidang 
keagamaan baik dalam agama Syiwa dan Budha, masing-masing 
disebut Dharmadhyaksa ring kekecewaan dan Dharmadhyaksa ring 
kasogotan.20 
b. Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Pada Masa Kerajaan 
Mataram 
Dinasti kerajaan Mataram Islam, yang didirikan oleh 
Penembahan Senopati pada tahun 1575, telah mencapai puncak 
kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Raja ini 
dikenal sebagai Raja ketiga yang memerintah pada tahun 1613 
sampai dengan 1645. Pada waktu itu kekuasaan Kerajaan 
Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung meliputi Jawa 
Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Namun, dalam 





masa pemerintahan Raja-raja yang menggantikannya nampak 
adalah kemunduran. Kemudian secara berangsur-angsur wilayah 
kekuasaan kerajaan semakin menyempit akibat aneksasi yang 
dilakukan oleh Belanda, yaitu sebagai imbalan intervensi Belanda 
dalam pertentangan-pertentangan intern dalam kerajaan.21 
Pada zaman itu berdasarkan pengaruh ajaran agama Islam, 
yang diperkenalkan oleh Sultan Agung, di Kerajaan Mataram telah 
diadakan perubahan dalam tata hukum. Ketika itu Sultan Agung 
yang bergelar Hanyokro Koesoemo Ing Alogo sangat terkenal 
sebagai seorang Raja yang alim dan menjunjung tinggi agamanya. 
Perlu diketahui bahwa di dalam struktur pengadilan di istana 
Mataram terdapat jabatan Jaksa (Jeksa). Jabatan ini termasuk di 
bawah wewenang Wedana-wedana Keparak. Di dalam sidang 
pengadilan istana, Jaksa (Jeksa) mengemukakan bukti-bukti 
kesalahan-kesalahan dari terdakwa dan mengajukan tuntutan-
tuntutan. Sidang pengadilan diadakan di ruangan atau balai 
pertemuan khusus yang disebut Bangsal Pancaniti dan dihadiri 
oleh Raja dan para Pangeran yang telah berpengalaman sebagai 
penasihat Raja. Setelah mendengar pembelaan dari pihak 
terdakwa dan pendapat atau saran-saran dari para pangeran, 
                                                          
21 Ibid., hlm. 49. 
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akhirnya Raja setelah melakukan semadi atau mengheningkan 
cipta sebentar lalu menjatuhkan vonis.22 
Pengadilan di Mataram terdiri atas dua jenis pengadilan yaitu 
pradata dan padu. Dalam pengadilan pradata dilakukan pengadilan 
terhadap perkara-perkara berat, seperti pembunuhan, pembakaran 
dan sebagainya yang diancam dengan pidana siksaan atau pidana 
mati. Pemeriksaan dilakukan dengan putusan dijatuhkan oleh Raja 
Mataram sendiri. Tugas Jaksa dalam pengadilan ini adalah 
melakukan pekerjaan kepaniteraan, menghadapkan terdakwa serta 
saksi.23 
c. Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Pada Masa 
Pemerintahan Penjajahan Belanda 
Pada masa awal penjajahan tahun 1602, Verenigde Oost 
Indische Compagnie (VOC) atau Kompeni membentuk berbagai 
peraturan hukum, mengangkat para pejabat yang akan menjaga 
kepentingan hukum, mengangkat para pejabat yang akan menjaga 
kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilannya sendiri 
(Schepenen bank) yang petugas-petugasnya diberi kekuasaan 
sebagai penuntut umum, yaitu officer van justittie.24 
                                                          
22 Ibid. 
23 Ibid., hlm. 50. 
24 Marwan Effendi, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 59. 
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Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia khususnya di pulau 
Jawa, hal itu mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap 
struktur pemerintahan dan sistem hukum di wilayah ini.25 Adapun 
fungsi aparat kejaksaan pada masa penjajahan Belanda antara lain 
sebagai berikut: Pertama, memiliki fungsi untuk mengadili perkara. 
Kedua, memiliki fungsi untuk menerima dan mempersiapkan 
perkara.26 
Fungsi untuk mengadili perkara, yaitu Jaksa hanya mengadili 
perkara padu saja. Adapun yang dimaksud dengan perkara padu, 
ialah:27 
a. Perkara yang diadili oleh petugas Kejaksaan, sebab perkara itu  
penting bagi rakyat dan tidak dapat didamaikan lagi. 
b. Perkara yang apabila si pelanggar hukum telah ditangkap oleh  
pihak lain. 
Adapun maksud dari perkara padu ini, ialah agar pengadilan 
yang dilakukan lebih cepat dalam menyelesaikan proses acara 
pidana itu. Jadi fungsi Kejaksaan dalam hal menerima dan 
mempersiapkan perkara, dapat dilaksanakan hanya dalam masalah 
yang menyangkut perkara pradata saja. Perkara pradata ialah 
semua perkara yang tidak termasuk perkara padu.28 
                                                          
25 Ilham Gunawan, Op. Cit., hlm. 53. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid., hlm. 54. 
16 
 
Dalam hal ini Jaksa tidak mempunyai hak sama sekali untuk 
mengadili, ia hanya menerima perkara yang disampaikan 
kepadanya, dan sesudah itu mengadakan persiapan untuk 
dihadapkan kepada Raja untuk diadili karena hak mengadili terletak 
di tangan pribadi raja.29 
d. Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Pada Masa 
Pemerintahan Penjajahan Jepang 
Sejak masa pemerintahan penjajahan Jepang nampaknya para 
Jaksa memiliki kembali statusnya, yaitu sebagai penuntut umum 
yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka 
jabatan Asisten Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian 
mengakibatkan kedudukan Jaksa mengalami perubahan mendasar. 
Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam 
bidang penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan 
jabatan TIOKENSATSU KYOKUCO atau Kepala Kejaksaan pada 
pengadilan Negeri, serta berada di bawah pengawasan KOO TOO 
KENSATSU KYOKUCO atau Kepala Kejaksaan Tinggi.30 
Selanjutnya dengan Osamurai No. 49 Kejaksaan dimasukkan 
kedalam wewenang CIANBU atau departemen Keamanan. Dengan 
demikian tugas Jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan 
pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai 
                                                          
29 Ibid. 
30 Ibid., hlm. 55. 
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penuntut umum) dan menjalankan putusan hakim (pegawai 
eksekusi).31 
e. Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Pada Masa Indonesia 
Merdeka 
Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, 
sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. 
Untuk mengatasi situasi tersebut, peraturan-peraturan yang 
mengatur tentang kedudukan Kejaksaan pada pengadilan-
pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti 
sebelum Indonesia merdeka. Dengan makluma pemerintah Republik 
Indonesia tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor Kejaksaan yang 
dahulunya masuk Departemen Keamanan atau Cianbu dipindahkan 
kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau SHIHOOBU.32 
Ketika itu Kejaksaan yang pernah bersama dengan Kepolisian 
dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan 
diri masuk berintegrasi ke dalam Departemen Kehakiman RI dengan 
kembalinya Kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman, maka 
corak dan tugas kewajiban para Jaksa yang diberikan ketika 
pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh 
karena itu peraturan pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, 
                                                          




telah menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan 
yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti.33 
Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas 
Openbaar Ministerie atau pengadilan terbuka tiap-tiap pengadilan 
negeri menurut HIR (Herzieni Inlandsch Reglement), dijalankan oleh 
Magistraat, oleh karena itu perkataan Magistraat dalam HIR diganti 
dengan sebutan Jaksa. Sehingga Jaksa pada waktu itu adalah 
sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.34 
Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan 
keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri 
sendiri.35 
 
2. Pengertian Jaksa 
Menurut konsep pemikiran dari R.Tresna, antara lain 
mengatakan: bahwa nama Jaksa atau Yaksa berasal dari India dan 
gelar itu di Indonesia diberikan kepada pejabat yang sebelum 
pengaruh hukum hindu masuk di Indonesia, sudah biasa melakukan 
pekerjaan yang sama.36 




36 Ibid., hlm. 41-42. 
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Dalam sisi yang lain, menurut pandangan pemikiran cendikiawan 
Kejaksaan yaitu Saherodji, menjelaskan bahwa: Kata Jaksa berasal 
bahasa sansakerta yang berarti pengawas (super intendant) atau 
pengontrol yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan.37 
Kemudian sesuai dengan lampiran surat keputusan Jaksa Agung 
R.I. Tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah:38 
Jaksa berasal dari kata Seloka Satya Adhy Wicaksana yang 
merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan 
cita-cita setiap warga adhyaksa dan mempunyai arti serta makna 
sebagai berikut: 
a. Satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun 
sesama manusia. 
b. Adhi, kesempurnaan dalam bertugas dan  yang berunsur utama 
pemilik rasa tanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia. 
c. Wicaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya 
dalam penerapannya kekuasaan dan kewenangannya. 
Dalam bahasa Inggris, pengertian Jaksa ialah Public Prosecutor 
(Jaksa Umum atau Jaksa Biasa), Jaksa Agung (Attorney General), 
Kantor Kejaksaan (Office of a Public Prosecutor, Office of Counsil for 
                                                          




the Prosecution).39 Di samping itu, perlu diketahui bahwa di Inggris 
ada tiga macam Jaksa yaitu Public Prosecutor, Police Prosecutor, dan 
Prosecutor by Private Citizen and Bodies.40 
Secara yuridis, pengertian Jaksa diatur dalam Pasal 1 ayat 6 
huruf (a) KUHAP sebagai berikut: Jaksa adalah pejabat yang diberi 
wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut 
umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.41 
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan juga memberikan pengertian tentang Jaksa, yaitu: Jaksa 
adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang 
untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta 
wewenang lain berdasarkan undang-undang.42 
Di dalam KUHAP dapat ditemukan perincian tugas penuntutan 
yang dilakukakan oleh para Jaksa. KUHAP membedakan pengertian 
Jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian 
Jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di dalam Pasal 1 butir 
6 ditegaskan hal itu sebagai berikut.43 
1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang 
ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan 
                                                          
39 Ibid. 
40 Ibid., hlm. 43. 
41 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. 
43 Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 75. 
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putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh 
Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim. 
Melihat perumusan undang-undang tersebut, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pengertian Jaksa adalah menyangkut 
jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.44 
3. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia 
Jika diamati pada KUHAP, Kejaksaan sebagai pengemban 
kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan 
penuntutan pidana.45 Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan 
tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh 
kekuasaan lainnya. Kewenangan Kejaksaan lainnya, antara lain:46 
a. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan 
penetapan dan putusan hakim, pengawasan terhadap putusan 
lepas bersyarat melengkapi berkas dengan melakukan 
pemeriksaan tambahan. 
                                                          
44 Ibid. 
45 Leden Marpaung, 2014, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193. 
46 Ibid., hlm. 193-194. 
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b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus, 
mewakili negara dan pemerintah (Instansi-instansi, Departemen, 
Pemda, dan lain-lain). 
c. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum: peningkatan 
kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan 
penegak hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat 
membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan 
penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penulisan, 
pengembangan hukum serta statistik kriminal. 
d. Tugas lain-lain diantaranya: menempatkan terdakwa di rumah 
sakit, memberi pertimbangan hukum pada instansi-instansi, 
pembinaan hubungan sesama aparat penegak hukum. 
Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 
menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk 
menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat 
perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang 
bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-
hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya 
sendiri.47 
Lalu Pasal 32 undang-undang tersebut menetapkan bahwa di 
samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang 
Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan 
                                                          
47 Marwan Effendi, Op.Cit., hlm. 128. 
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undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina 
hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan 
serta badan negara dan instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 
menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan 
dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.48 
Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat 
disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik 
Indonesia adalah sebagai berikut:49 
a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
(a) melakukan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan hakim 
dan putusan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana 
pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang; (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu 
dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 
penyidik. 





b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan 
kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan 
untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 
c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan: (a) peningkatan kesadaran hukum 
masyarakat; (b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; (c) 
pengamanan peredaran barang cetakan; (d) pengawasan aliran 
kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; 
dan (e) pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama; 
(f) penulisan dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 
d. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang 
terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat 
lain yang layak. 
e. Membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum 
dan badan negara lainnya. 
f. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada 
instansi pemerintah lainnya. 
Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, sebagai 
pimpinan Kejaksaan RI (Jaksa Agung)  juga memiliki kewenangan 
yang termaktub dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP “ yang dimaksud 
dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan 




Secara khusus pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 
tahun 2004 memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung, antara lain 
sebagai berikut: 
a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan 
keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; 
b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh 
undang-undang; 
c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;50 
d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah 
Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; 
e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada  Mahkamah 
Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara perdata; 
f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar 
Negara Kesatuan RI karena keterlibatannya dalam perkara pidana 
sesuai dengan perundang-undangan. 
Selanjutnya Pasal 36 UU. No. 16 Tahun 2004 mengatur bahwa: 
(1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa 
untuk berobat atau menjalani perawatan dirumah sakit dalam 
negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan 
perawatan di luar negeri.  
(2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di 
dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat 
                                                          
50 Penjelasan Pasal 35 UU. No. 16 Tahun 2004 huruf c: yang dimaksud dengan “kepentingan 
umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas. 
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atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau 
menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya 
diberikan oleh Jaksa Agung.  
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya 
diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal 
diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut 
dengan jelas meyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan 
dengan belum mencukupi fasilitas perawatan tersebut di dalam 
negeri. 
Selanjutnya Pasal 37 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa: 
1. Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang 
dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan 
hukum dan hati nurani. 
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat 
sesuai dengan akuntabilitas. 
B. Tinjauan Umum Terhadap Asas-Asas dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana 
1. Asas Legalitas 
Asas Legalitas dalam hukum pidana yang tercantum di dalam 
Pasal 1 ayat 1 KUHP dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa 
Indonesia kata demi kata maka akan berbunyi: ‘tiada suatu perbuatan 
(feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan 
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perundang-undangan pidana yang mendahuluinya’.51 Dalam hukum 
acara pidana asas atau prinsip legalitas juga dengan tegas disebut 
dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, 
yang berbunyi: “bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara 
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 
1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin 
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya”.52 Dari bunyi kalimat di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa:53 
1. Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum” berdasarkan 
Pancasila dan UUD NRI 1945; 
2. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan; 
3. Setiap warga negara “tanpa kecuali”, wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan. 
 Asas Legalitas dalam hukum acara pidana tidak dapat 
dicampuradukkan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum 
pidana (materiil) yang biasa disebut asas Nullum Crimen Sine lege 
yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.54 Sehingga, KUHAP 
                                                          
51 Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 39. 
52 M. Yahya Hararap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: 
Sinar Grafika, hlm. 36. 
53 Ibid. 
54 Andi Hamzah, 2010, Op. Cit., hlm. 16. 
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sebagai pedoman dalam hukum acara pidana adalah undang-undang 
yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan 
penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolok the rule of law. 
Semua tindakan penegakan hukum harus:55 
a. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang; 
b. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan 
di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan 
masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” 
yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-
undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia, jadi arti 
rule of law dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan 
setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan 
konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di 
tengah-tengah masyarakat. Memaksakan atau menegakkan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak 
dapat disebut rule of law, bahkan mungkin berupa penindasan. 
 Dengan asas legalitas yang berlandaskan rule of law dan 
supremasi hukum jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:56 
a. Bertindak di luar ketentuan hukum atau undue to law maupun 
undue process; 
b. Bertindak sewenang-wenang, atau abuse of power. 
                                                          




Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai 
kedudukan: 
a. Sama derajatnya di hadapan hukum, atau equal before the law; 
b. Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum, 
atau equal protection on the law; 
c. Mendapat “perlakuan keadilan” yang sama oleh hukum, atau 
equal justice under the law. 
 
2. Asas Praduga Tak Bersalah 
Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) terdapat 
pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c 
KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, 
ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan 
wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan 
yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 
yang tetap”.57  
Asas praduga tak bersalah ditinjau dari  segi teknis yuridis 
ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur’ atau 
accusatory procedure. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan 
tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:58 
                                                          
57 Andi Hamzah, 2010, Op. Cit., hlm. 14. 
58 M. Yahya Hararap, Op. Cit., hlm. 40 
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a. subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka 
atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam 
kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat. 
b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah 
‘kesalahan’ (tindakan pidana), yang dilakukan 
tersangka/terdakwa. Ke arah tersebutlah pemeriksaan ditujukan. 
 Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi 
pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan 
prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak 
hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang ‘inkuisitur’ 
atau inquisitorial system yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam 
pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan 
sewenang-wenang.59 
3. Asas Unifikasi 
Asas unifikasi yang dianut KUHAP, ditegaskan dalam konsideran 
huruf b: bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana 
termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV (MPR/1978), 
perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum 
nasional dengan mengadakan:60 Pembaruan kodefikasi, serta unifikasi 
hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata wawasan 
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nusantara dari bunyi konsideran di atas , kodefikasi KUHAP di 
samping bertujuan: meningkatkan usaha penyempurnaan hukum 
nasional, pembaruan hukum nasional juga dimaksudkan sebagai 
langkah pemantapan “unifikasi hukum” dalam rangka mengutuhkan 
kesatuan dan persatuan nasional di bidang hukum dan penegakan 
hukum, guna tercapai cita-cita wawasan nusantara di bidang hukum, 
serta hukum yang mengabdi kepada kepentingan wawasan nusantara. 
Di samping itu dengan unifikasi hukum acara pidana, terkikis 
pengkotakan kelompok masyarakat warisan politik kolonial Belanda 
dulu, yang mengelompokkan hukum berdasar daerah, golongan 
keturunan, dan membedakan acara pidana yang berlaku di Jawa-
Madura dengan Seberang. Demikian juga diskriminasi hukum acara 
pidana yang berlaku untuk golongan Eropa dengan Bumi Putera serta 
diskriminasi hukum acara yang berlaku untuk peradilan Eropa dengan 
peradilan Bumi Putera.61 
Dengan berlakunya KUHAP yang berasaskan unifikasi hukum, 
maka terhapus pula jiwa dan kekeruhan hukum diskriminatif yang 
lampau. Impian akan pengkotakan kelas penduduk pun tidak diterima 
lagi oleh kesadaran wawasan nusantara, dan dengan unifikasi hukum, 
akan ikut memberi sumbangan menunjang laju yang semakin cepat 




terbinanya semangat nasionalisme dalam perwujudan kesatuan dan 
persatuan bangsa.62 
4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 
Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebelum 
KUHAP berlaku dari dahulu sejak HIR berlaku, sudah tersirat asas ini 
dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai dalam KUHAP. 
Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan dalam 
KUHAP memakai istilah ‘segera’. Dalam HIR, misalnya Pasal 71 
dikatakan, bahwa jika hulp magistraat melakukan penahanan, maka 
dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu jaksa.63 
Tentu istilah ‘satu kali dua puluh empat jam’ lebih pasti daripada 
istilah ‘segera’. Demikianlah sehingga ketentuan yang sangat bagus ini 
perlu diwujudkan dalam praktik oleh penegak hukum. Pencantuman 
peradilan cepat (contante justitie; speedy trial) di dalam KUHAP cukup 
banyak yang diwujudkan dengan istilah ‘segera’. Asas peradilan cepat, 
sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya 
merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman tersebut.64 
Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang 
lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi 
                                                          
62 Ibid., hlm. 46-47. 
63 Andi Hamzah, 2010, Op. Cit., hlm. 12. 
64 Ibid., 12-13. 
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manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang 
ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.65 
Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam 
KUHAP, antara lain sebagai berikut:66 
a. Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 24 ayat (4), 27 ayat (4), dan 28 
ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan 
bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam 
ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim 
harus sudah mengeluarkan tersangka/ terdakwa dari tahanan 
demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, 
penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian 
perkara tersebut. 
b. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk 
segera diberitahukan dengan jelas bahasa yang dimengerti 
olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu 
dimulai pemeriksaan, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke 
pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2) segera diadili oleh 
pengadilan, ayat (3). 
c. Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyelidik yang menerima 
laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang 
patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan 
tindakan penyelidikan yang diperlukan. 
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d. Pasal 106 menegaskan hal yang sama di atas bagi penyelidik. 
e. Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana 
selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf 
b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut 
umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. 
f.   Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan 
penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula 
Pasal 138. 
g. Pasal 140 ayat (1) dikatakan: dalam hal penuntut umum 
berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan 
penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. 
5. Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum 
Asas ini sering disebut sebagai asas ‘demokrasi’ atau asas 
‘transparan’ dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena dari 
Pasal-pasal KUHAP yang mendukung asas ini, memberi makna yang 
mengarahkan tindakan penegakan hukum di Indonesia harus dilandasi 
jiwa ‘persamaan’ dan ‘keterbukaan’ serta penerapan sistem 
musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam mengambil 
keputusan.67 
Dengan landasan persamaan hak dan kedudukan antara 
tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum, ditambah dengan 
sifat keterbukaan perlakuan oleh aparat penegak hukum kepada 
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tersangka/terdakwa, tidak ada dan tidak boleh dirahasiakan segala 
sesuatu yang menyangkut pemeriksaan terhadap diri 
tersangka/terdakwa. Semua hasil yang menyangkut diri dan kesalahan 
yang disangkakan kepada tersangka sejak dimulainya pemeriksaan 
penyidikan harus terbuka kepadanya.68 
Pada dasarnya prinsip peradilan terbuka untuk umum diatur dalam 
Pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP.69 Kekecualian terhadap kesusilaan 
dan anak-anak alasannya karena kesusilaan dianggap masalahnya 
sangat pribadi sekali dan tidak patut untuk mengungkapkan dan 
memaparkan secara terbuka di muka umum.70 
Berkaitan dengan peradilan terbuka untuk umum ini, maka tentunya 
bagi yang mengikuti persidangan selayaknya memperhatikan tata tertib 
persidangan yang antara lain dalam pasal 21771. 
                                                          
68 Ibid.  
69 Pasal 153 ayat 3 KUHAP berbunyi untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang 
membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai 
kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.    
    Pasal 153 ayat 4 KUHAP berbunyi Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat 
(3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. 
70 Mohammad Taufik Makarao, 2004, Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktik, Jakarta: 
Ghalia Indonesia, hlm. 9. 
71 Pasal 217 KUHAP berbunyi (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan 
memelihara tata tertib di persidangan, (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua 





6. Asas Oportunitas 
Asas oportunitas atau opportuniteit adalah asas yang menentukan 
bahwa Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan 
kepentingan umum. Unsur-unsur keamanan, ketertiban dan 
kemanfaatan dalam kasus tertentu lebih berat dari unsur keadilan 
sehingga dalam kasus tersebut adalah mendekati tujuan hukum jika 
penuntutan tidak dilakukan.72 
Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi 
wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang 
disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga 
Jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP).73 
Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai 
monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut 
dominus litis di tangan penuntut umum atau Jaksa, Dominus berasal 
dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat supaya delik 
diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari 
penuntut umum.74 
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Hal ini berbeda dengan acara pidana di Inggris, RRC, dan 
Muangthai di mana pada asasnya hak penuntutan pidana berada di 
tangan setiap orang. Terutama bagi orang yang dirugikan oleh delik itu. 
Di Muangthai orang biasa atau yang dirugikan dapat melakukan 
penuntutan pidana dapat juga bekerja sama dengan penuntut umum 
(Joint Prosecutors).75 
Menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut 
seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan 
merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, 
seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.76 
A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas 
sebagai berikut.77 “Asas hukum yang memberikan wewenang kepada 
penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa 
syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi 
kepentingan umum”. 
Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas 
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oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut: 
“Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara berdasarkan 
kepentingan umum”. 
Sebelum ketentuan itu, dalam praktik telah dianut asas itu. Dalam 
hal ini Lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas oportunitas 
lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negeri ini, 
sekalipun, sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku.78 
Dikatakan hukum tidak tertulis karena adanya Pasal 179 RO yang 
dipertentangkan itu. Ada yang mengatakan dengan pasal yang dianut 
asas oportunitas di Indonesia, ada yang mengatakan tidak. Yang 
mengatakan dianut asas legalitas karena alasan di dalam Pasal 179 
RO itu kepada Hooggerechtshof dahulu diberikan kewenangan apabila 
majelis itu karena pengaduan pihak yang berkepentingan atau secara 
lain manapun, mengetahui telah terjadi kealpaan dalam penuntutan 
kejahatan atau pelanggaran, memberi perintah kepada Pokrol jenderal 
supaya berhubung dengan itu, melaporkan tentang kealpaan itu 




dengan hak memerintahkan agar dalam hal itu diadakan penuntutan 
jika ada alasan-alasan untuk itu.79 
S. Tasrif menulis bahwa dengan Pasal 179 RO itu, dapat dilakukan 
pengawasan ketat terhadap pelaksanaan wewenang oportunitas di 
tangan Jaksa Agung tersebut. Pengawasan oleh Hooggerechtshof di 
baca Mahkamah Agung dan Procureur Generaal dibaca Jaksa Agung. 
Selanjutnya dikatakannya bahwa Pasal 179 RO itu masih berlaku 
berhubung dengan aturan peralihan UUD 1945.80 
Pengawasan pelaksanaan wewenang oportunitas di negeri Belanda 
dilakukan oleh Menteri Kehakiman, karena sesuai dengan sistem 
parlementer. Menteri Kehakiman bertanggungjawab kepada parlemen. 
Begitu pula di Indonesia sewaktu masih berlakunya UUD 1950.81 
Dalam praktik, penerapan asas oportunitas itu dapat diletakkan 
syarat-syarat. Di negeri Belanda di mana dianut juga asas oportunitas 
menurut Pasal 167 ayat (2) Ned. Sv., tidak dengan tegas diatur tentang 
kemungkinan dilekatkannya syarat-syarat pada penerapan asas itu. 
                                                          
79 Ibid., hlm. 18. 
80 Ibid. 
81 Ibid., hlm. 19. 
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Namun dalam praktik, hal itu sering diterapkan oleh penuntut umum 
sebagai hukum tidak tertulis.82 
Menurut Franken83 wewenang untuk mengesampingkan perkara 
berdasarkan asas oportunitas itu meliputi untuk:  
a. Tidak menuntut atau tidak melanjutkan penuntutan; 
b. Membatasi penuntutan atau penuntutan lebih lanjut tersebut, 
yakni terbatas untuk memberlakukan ketentuan pidana yang 
mempunyai ancaman pidana pokok yang lebih ringan, dalam hal 
ini perilaku termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana; 
c. Tidak menuntut atau tidak melanjutkan penuntutan secara 
bersyarat; 
Sebagai contoh penggunaan asas oportunitas84 yaitu jika seorang 
A adalah ahli kimia dan sedang bekerja keras dalam pembikinan suatu 
bahan yang sangat penting bagi pertahanan Negara. Namun karena  
terdesak oleh keadaan perekonomian rumah tangga maka ia terpaksa 
menjual beberapa menjual beberapa barang yang ia pinjam dari dinas, 
misalnya kursi dan meja dengan harapan agar dengan uang 
                                                          
82 Ibid. 
83 Ansori Sabuan, 1990, Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa, hlm. 141. 
84 R. Wijono Prodjodikoro, 1974, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung: Sumur 
Bandung, hlm. 21. 
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pendapatannya ia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pejabat 
Pengawas melaporkan hal penggelapan ini kepada Jaksa dan terdakwa 
mengaku terus terang kesalahannya. Kalau si A ini dituntut di muka 
persidangan, ini akan berakibat bahwa A harus memberhentikan 
pekerjaanya membuat bahan yang sangat penting bagi pertahanan 
negara tersebut. Dalam hal ini negara sangat mengharapkan bahan 
tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, sedangkan hanya si A yang 
dapat membuatnya. Dalam persoalan ini Jaksa Agung dianggap 
berkuasa untuk tidak menuntut si A di muka persidangan dan 
perkaranya dikesampingkan begitu saja (di ‘Deponeer’). 
C. Tinjauan Umum Terhadap Penyampingan Perkara Oleh Jaksa 
Agung 
1. Pengertian Seponering 
Penyampingan perkara dalam bahasa Belanda terdapat dua istilah 
yaitu deponeren dan seponeren. Penyampingan perkara yang 
dimaksud oleh para ahli hukum sebenarnya adalah seponering yang 
berarti mengesampingkan, bukan deponering yang berarti membuang. 
Jadi mengesampingkan penuntutan terhadap tersangka dikarenakan 
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asas oportunitas atau karena tidak cukupnya bukti untuk dibawa ke 
pengadilan disebut dengan penghentian secara teknis.85 
Penyampingan perkara dalam bahasa baku Belanda adalah 
seponering yang memiliki arti menyisihkan, mengesampingkan. Tidak 
bisa dipungkiri bahasa deponering sudah berkembang sebagai kalimat 
populer sebagai kata dari Penyampingan Perkara demi kepentingan 
umum. Karena sesungguhnya deponeren memiliki arti menyimpan, 
menaruh, untuk diperiksa, menitipkan, mendaftarkan.86 
Kata seponering berarti “menyisihkan” atau yang dipakai sekarang 
dalam penerapan asas oportunitas, ialah “mengesampingkan perkara 
demi kepentingan umum”. Begitu juga dengan pendapat yang 
mengatakan bahwa kekeliruan penggunaan istilah deponering, karena 
sesungguhnya deponering bukan memiliki arti mengesampingkan.87 
Penyampingan perkara di Belanda, memilki kriteria 
dikesampingkannya perkara karena alasan kebijakan (policy) yang 
mengikuti perkara ringan, umur terdakwa sudah tua dan kerusakan 
                                                          
85 Dikutip dari skripsi Desi Indriani, 2014, Analisis Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Agung 
Dalam Penyampingan Perkara Kasus Bibit Chadra, hlm. 16. 




telah diperbaiki. Serta karena alasan teknis, dan perkara digabung 
dengan perkara lain. Kriteria tersebut sebenarnya bukan penyampingan 
perkara dalam arti perkara tidak diteruskan ke pengadilan.88 
Terbitnya penyampingan perkara (seponering) bukan berarti 
seorang tersangka yang perkaranya dikesampingkan adalah orang 
istimewa, karena sesungguhnya semua orang adalah sama di hadapan 
hukum. Akan tetapi ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus 
diperhatikan, yaitu kepentingan masyarakat luas.89 
2. Perbedaan antara Penghentian Penuntutan dan Penyampingan    
Perkara 
Seponering dan penghentian penuntutan memiliki perbedaan, 
mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) 
KUHAP yang menegaskan, penuntut umum ‘dapat menghentikan 
penuntutan’ suatu perkara.90 Ketentuan Pasal 140  KUHAP di atas 
memberikan pedoman bahwa perkara dapat dihentikan bilamana tidak 
terdapat cukup bukti, hal ini demi tegaknya hukum acara sesuai dengan 
rujukan di dalam Pasal 191 ayat (1) bahwa suatu perkara yang tidak 
                                                          
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 M. Yahya Hararap, Op. Cit., hlm. 436 
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terdapat bukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 
bebas (vrijspraak).91  
Adapun perbedaan yang membedakan diantara penyampingan 
perkara demi kepentingan umum (Seponering) dan penghentian 
penuntutan demi kepentingan hukum yaitu:92   
a. Pada penyampingan perkara, perkara yang bersangkutan cukup 
alasan dan cukup bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka 
sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan 
besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang 
cukup fakta dan bukti ‘sengaja dikesampingkan’ dan tidak 
dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum atas alasan 
‘kepentingan umum’ yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam 
penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan 
demi kepentingan umum. Pemberian Seponering tersebut atas 
perintah dari asas oportunitas yang bersifat ‘deskriminatif’ dan 
menggagahi makna persamaan kedudukan di hadapan hukum 
(equality before the law). Sebab kepada orang tertentu, dengan 
mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak 
diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan. 
                                                          
91 Nikolas Simanjuntak, 2009, Hukum Acara Pidana di Indonesia dalam Sirkus Hukum, Bogor: 
Ghalia Indonesia, hlm. 173. 
92 M. Yahya Hararap, Op. Cit., hlm. 436-437. 
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b. Sedang pada penghentian penuntutan, alasannya bukan 
didasarkan kepada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata 
didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri. 
c. Perkara yang bersangkutan “tidak mempunyai pembuktian yang 
cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang 
pengadilan. Diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, 
atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk 
menghindari keputusan pembebasan yang demikian lebih bijaksana 
penuntut umum menghentikan penuntutan. 
d. Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak 
pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah penuntut umum 
mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan 
berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap 
terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau 
pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. 
Sebab bagaimanapun, dakwaan yang bukan merupakan tindak 
pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada sidang 
pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari 
segala tuntutan hukum. 
Apabila dijumpai suatu tindak pidana yang oleh undang-undang 
telah ditentukan bahwa hak Kejaksaan untuk menuntut tindak pidana 
tersebut gugur, maka tindak pidana tersebut harus ditutup demi hukum, 
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adapun alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi 
hukum, yaitu:93 
a. Ne Bis In Idem, artinya orang tidak boleh dituntut dua kali lantaran 
perbuatan, yang baginya telah pernah diputus dengan keputusan 
hakim Negara Indonesia yang sudah mempunyai kekuatan hukum 
tetap (Pasal 76 KUHP). 
b. Bahwa terdakwa sebelum dituntut atau perkara sedang diperiksa di 
muka sidang pengadilan terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 
KUHP). 
c. Apabila perkara telah lewat waktu atau verjaard (Pasal 78 sampai 
dengan Pasal 80 KUHP).  
d.  Penyelesaian di luar proses (Pasal 82 KUHP). 
e.  Abolisi ialah penghentian atau pembatalan penuntutan perkara 
oleh Presiden (Pasal 14 UUD NRI 1945). 
f. Amnesti ialah hak Kepala Negara untuk mengeluarkan suatu 
pernyataan umum bahwa Undang-undang tidak akan menerbitkan 
akibat hukum apapun juga bagi orang-orang tertentu yang bersalah 
                                                          
93 Suharto Rm, Op. Cit., hlm. 8. 
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A. Tipe Penulisan 
Tipe penulisan yang digunakan yaitu tipe penulisan hukum normatif 
atau doktrinal. Termasuk tipe penulisan normatif karena penulisan ini 
dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-
ketentuan yang ada).94 Selain itu, penulisan ini merupakan penulisan 
yang membahas secara sistematis, menganalisis hubungan antara 
ketentuan-ketentuan, dan mengkaji dan memperkirakan kemungkinan 
perkembangan-perkembangan di masa mendatang. Penulisan ini 
mencakup penulisan terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum, dan 
perbandingan hukum.95 Oleh karena itu, penulisan ini tertuju pada 
penulisan kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan 
mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penulisan. 
B. Metode Pendekatan 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulisan, maka metode 
pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 
undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif 
(comparative approach) yang dilakukan dengan menelaah semua 
                                                          
94 Agus Yudha Hermoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 
Komersial, Jakarta: Kencana, hlm. 38. 
95 Jhony Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif, Malang: 
Bayumedia Publishing, hlm. 5. 
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undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum serta 
membandingkan semua undang-undang dan regulasi terkait dengan 
masalah yang sedang diteliti dalam berbagai literatur yang dapat 
menunjang dalam penulisan ini. 
C. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan 
bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan 
tujuan penulisan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam 
penulisan ini yaitu: 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan surat keputusan Jaksa Agung. Adapun bahan 
hukum yang diperlukan adalah: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana. 







2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder, yang merupakan publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam 
hal ini publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. 
3. Bahan Non-Hukum 
Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang bersifat non-
hukum yang dapat menunjang dalam mengidentifikasi dan 
menganalisis fakta serta isu hukum secara akurat. 
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum 
Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, 
maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi: 
1. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer 
     Pada proses ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach), yang harus dilakukan adalah mencari 
peraturan perundang-undangan yang mampu mendukung 
penulisan. 
2. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder 
Pada proses ini, yang harus dilakukan adalah penelusuran    
terhadap publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan 
dokumen resmi dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
3. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Non-Hukum 
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Pada proses ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan segala 
sesuatu yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan isu 
yang diteliti diluar dari bahan hukum. 
E. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan diinventarisasi, 
bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan 
perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis 
dan komperehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk 










HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN 
A. Posisi Kasus dan Analisis Kasus Serta Dasar Hukum Pemberian 
Seponering Abraham Samad 
1. Posisi Kasus Abraham Samad 
Kasus pemalsuan dokumen kependudukan terjadi pada tahun 
2007. Pada saat itu Feriyani Liem yang merupakan warga Pontianak, 
Kalimantan Barat, mengajukan permohonan pembuatan passport di 
Makassar. Nama Feriyani pun dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga 
Abraham Samad yang beralamat di Boulevard, Kelurahan Masale, 
Kecamatan Panakkukang, Makassar. Kemudian, pada 29 Januari 2015 
Ketua LSM Lembaga Peduli KPK dan Polri, Chairil Chaidar Said, 
melaporkan Feriyani ke Bareskrim Polri.96 
Feriyani Liem pun turut melaporkan Abraham Samad terkait 
dugaan pemalsuan yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: 
TBL/72/II/2015/Bareskrim tertanggal 1 Februari 2015. Kasus tersebut 
lalu dilimpahkan kepada Ditreskrim Polda Sulselbar, dari pemeriksaan 
23 saksi diperoleh hasil bahwa Abraham Samad diduga melakukan 
pengurusan Passport Feriyani yakni kartu tanda penduduk dan kartu 
keluarga.97 
                                                          
 96 http://news.liputan6.com/read/2177005/kronologi-penetapan-abraham-samad-jadi-
tersangka, (21 Oktober 2016).  
97 Ibid.  
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 Pada tanggal 9 Februari 2015 Abraham Samad ditetapkan sebagai 
tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulselbar dan 
disangka telah melakukan tindak pidana dalam perkara tindak pidana 
pemalsuan surat atau tindak pidana administrasi kependudukan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1)98 subsider Pasal 266 
ayat (1) KUHP99 atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013100, Pasal 263 ayat (1) KUHP101. 
Pada tanggal 18 Februari 2015 Abraham Samad diberhentikan 
sementara dari jabatannya sebagai ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pada 
tanggal 20 Februari 2015 Polda Sulselbar memanggil Abraham Samad 
                                                          
98 Pasal 264 (1) KUHP ‘ Sitersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara 
selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan: 1e. mengenai surat authentiek.’ 
99 Pasal 266 (1) KUHP ‘ Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam 
sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte 
itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-
olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, maka kalau dalam 
mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh 
tahun.’ 
100 Pasal 93 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ‘Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat 
dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).’ 
101 Pasal 263 (1) KUHP ‘Barangsiapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, 
yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuat perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan 
utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan 
maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah 
surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu 




untuk diperiksa sebagai tersangka, namun Abraham Samad tidak 
memenuhi panggilan dari Polda Sulselbar.102 
Pada tanggal 28 April 2015 Abraham Samad ditahan di Polda 
Sulselbar setelah diperiksa karena dikhawatirkan melarikan diri, 
mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti.103 Pada 
tanggal 29 April 2015, Polisi menangguhkan penahanan Abraham 
Samad dan pada tanggal 3 Maret 2016 Jaksa Agung mengeluarkan 
Seponering kepada Abraham Samad demi kepentingan umum.104 
2. Dasar Hukum Jaksa Agung mengeluarkan seponering Abraham 
Samad 
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia yang mengatur terkait pemberian kewenangan 
kepada Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi 
kepentingan umum setelah memperhatikan saran dan pendapat dari 
badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan 
masalah tersebut. 
Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan 
kewenangan secara bebas (vrij bevoegheid) kepada Jaksa Agung 
untuk melakukan seponering berdasarkan pada diskresi (discretionary 
power) atau freies ermessen yang dimiliki oleh Jaksa Agung itu sendiri. 
Kewenangan bebas yang melahirkan kebebasan dalam memberikan 
                                                          
102 Op.Cit., http://news.liputan6.com/read/2177005/kronologi-penetapan-abraham-
samad-jadi-tersangka. 
103 Ibid.   
104 Ibid.  
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pertimbangan (beoordelingsvrijheid) dan kebebasan mengambil 
kebijakan (beleidsvrijheid).105 Namun, kebebasan tertinggi sebenarnya 
adalah ketidakbebasan. Sehingga dalam melaksanakan diskresinya, 
Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara kepada seseorang 
haruslah memiliki alasan yang rasional dan hal tersebut sifatnya mutlak 
agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan sebagaimana yang 
dituliskan D.J. Galligan dalam bukunya ‘Discretionary Power’ bahwa 
sewenang-wenang atau arbitrariness, yang dimana sewenang-wenang 
itu terkait dengan pemberian alasan dalam proses pengambilan 
keputusan dan dianggap sebagai antitesis dari tindakan yang masuk 
akal sehingga rasionalitas merupakan syarat mendasar dalam setiap 
pengambilan keputusan khususnya yang didasarkan pada diskresi.106  
 Ketika rasionalitas yang merupakan syarat mendasar dalam 
pengambilan keputusan atau kebijakan, dan Jaksa Agung dalam 
memberikan seponering yang merupakan diskresinya tidak memiki 
alasan yang rasional.107 Maka, seponering yang dilakukan oleh Jaksa 
Agung merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan hal tersebut 
secara jelas dan tegas dilarang dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan yang mengatur bahwa larangan penyalahgunaan 
                                                          
105 Keterangan Gede Pantja Astawa dalam Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikutip dari: 
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&cari=2
9%2FPUU-XIV%2F2016 (12 Desember 2016) 
106 Ibid.  
107 Ibid.  
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wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: c. Larangan 
bertindak sewenang-wenang.108  
Pada praktiknya kewenangan Jaksa Agung dalam Undang-Undang 
Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah 
dilaksanakan, hal ini dibuktikan melalui pemberian seponering oleh 
Jaksa Agung yang tercatat ada 29 kasus sampai tahun 2011109 dan 
tahun 2011 sampai tahun 2016 ada 2 pemberian seponering yang 
diberikan oleh Jaksa Agung yaitu kepada Abraham Samad dan 
Bambang Widjojanto.110 
Salah satu pemberian seponering oleh Jaksa Agung pada tahun 
2016 yaitu diberikan kepada Abraham Samad. Pemberian seponering 
ini membuat banyak praktisi, akademisi, maupun masyarakat luas yang 
bertanya-tanya tentang pemberian seponering telah sesuai dengan 
Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu untuk 
kepentingan umum atau sebaliknya. Masyarakat mengkhawatirkan 
pemberian seponering oleh Jaksa Agung hanya untuk kepentingan 
Abraham Samad semata, karena terlepas dari Abraham Samad 
sebagai mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 
menurut Jaksa Agung ketika tetap dilanjutkan perkaranya, maka akan 
terjadi kegaduhan di masyarakat dan menyurutkan semangat pejuang 
                                                          
108 Ibid. 
109 Dikutip dari Tesis, Arin Karniasari, 2012, Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis 
Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum, 
hlm. 3.  
110 https://m.tempo.co/read/news/2016/03/03/063750398/jaksa-agung-resmi-
deponering-kasus-samad-dan-bw (11 Mei 2016). 
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anti korupsi di Indonesia. Jaksa Agung berpendapat bahwa Abraham 
Samad adalah icon pejuang anti korupsi di Indonesia dan telah memiliki 
banyak sumbangsih terhadap bangsa dan negara atau masyarakat 
luas, sehingga akan mengganggu kerja-kerja KPK jika perkara tersebut 
tetap dilanjutkan.  
Dalam pengesampingan perkara Abraham Samad, Jaksa Agung 
telah meminta pendapat dari Presiden, Mahkamah Agung (MA), Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). 
Namun, dari pihak DPR melalui Komisi III menolak permintaan Jaksa 
Agung HM Prasetyo terkait pertimbangan seponering atau 
penyampingan perkara terhadap kasus hukum yang menimpa mantan 
pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad 
(AS).111  
Adapun alasan Komisi III DPR menolak pemberian 
pengesampingan perkara kepada Abraham Samad yaitu karena tidak 
adanya kepentingan umum yang mendukung pemberian seponering, 
Komisi III DPR pun menyatakan bahwa pemberian seponering kepada 
Abraham Samad berbeda dengan pemberian seponering kepada Bibit 
Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Pada saat itu, Bibit-Chandra 
masih menjabat sebagai pimpinan KPK. Sehingga, dikhawatirkan kasus 
hukum yang menimpa mereka akan mengganggu proses penegakan 
hukum dan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK 
                                                          
111 http://dev.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/16/02/12/o2fa4717-usulan-
deponering-jaksa-agung-ditolak-dpr, (12 November 2016). 
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Sementara Abraham Samad tidak lagi menjabat sebagai pimpinan 
KPK.112  
  
B. Konsekuensi Pemberian Seponering Abraham Samad 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945) sebagai nafas dalam berkehidupan berbangsa dan 
bernegara di Indonesia. Sebagai nafas utama dari Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Indonesia, maka pada Pasal 1 ayat 3 UUD 
NRI 1945 telah diatur secara tegas bahwa Indonesia adalah negara 
hukum. Sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah negara 
hukum maka segala aktifitas Warga Negara Indonesia (WNI) selama WNI 
tersebut masih menginjakkan kaki di Indonesia maka selama itu pula WNI 
tersebut harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di 
Indonesia. 
Negara yang berlandaskan hukum merupakan gambaran ideal suatu 
bentuk negara yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara suatu 
bangsa dan merupakan suatu bentuk negara ideal yang selalu diidam-
idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun 
manusia selalu gagal mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata.113 
Menurut Hadjon lahirnya ide negara hukum merupakan hasil 
peradaban manusia karena ide negara hukum merupakan produk budaya, 
                                                          
112 Ibid.  
113 Hotma P. Sibuea, 2010, Asas negara hukum, peraturan kebijakan, dan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 8. 
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ide negara hukum lahir dari proses dialektika budaya, sebab ide negara 
hukum lahir sebagai antitesis suatu proses pergumulan manusia terhadap 
kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum 
mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-
wenangan penguasa.114 Salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa 
Inggris disebut rule of law,  dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut 
rechtstaat adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam 
penyelenggaraan kekuasaan negara.    
Berkaitan dengan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan 
hukum, maka prinsip yang harus dijaga sebagai konsekuensi logis dari 
negara hukum yaitu menjunjung tinggi pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum 
tanpa ada kecualinya. Hal ini juga merupakan suatu keniscayaan dalam 
rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan menciptakan 
kemanusiaan yang adil dan beradab. 
Begitu urgennya negara dalam menjunjung tinggi pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
sama di hadapan hukum tanpa ada kecualinya maka dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman dalam 
melaksanakan hukum materil (KUHP) juga memasukkan dalam 
konsiderannya pada poin menimbang huruf (a) yang menyatakan bahwa 
negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila 




dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi 
manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menurut 
A. Hamzah disebut sebagai asas legalitas dalam pengertian KUHAP dan 
tidak dapat dicampuradukkan dengan pengertian asas legalitas dalam 
pengertian KUHP.115 Sehingga, KUHAP sebagai pedoman dalam hukum 
acara pidana yang merupakan undang-undang yang asas hukumnya 
berlandaskan pada asas legalitas.  
Pelaksanaan penerapan KUHAP menurut Yahya Hararap yaitu harus 
bersumber pada titik tolok the rule of law. Semua tindakan penegakan 
hukum harus:116 
a. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang; 
b. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas 
segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat 
bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras 
dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan 
keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti rule of law dan supremasi hukum 
yaitu menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum 
takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa 
keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Memaksakan atau 
                                                          
115 Andi Hamzah, 2010, Loc.Cit. 
116 M. Yahya Hararap, Loc. Cit. 
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menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, 
tidak dapat disebut rule of law, bahkan mungkin berupa penindasan. 
Dengan asas legalitas yang berlandaskan rule of law dan supremasi 
hukum jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:117 
a. Bertindak di luar ketentuan hukum atau undue to law maupun undue 
process; 
b. Bertindak sewenang-wenang, atau abuse of power. 
Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai 
kedudukan: 
a. Sama derajatnya di hadapan hukum, atau equal before the law; 
b. Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum, atau  
equal protection on the law; 
c. Mendapat “perlakuan keadilan” yang sama oleh hukum, atau equal 
justice under the law. 
Dalam kaitannya bahwa setiap orang baik dia tersangka atau 
terdakwa sama derajatnya di hadapan hukum, mendapatkan perlakuan 
yang adil dan perlindungan sama oleh hukum. Maka dalam perkara 
pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Abraham Samad dan telah 
dikesampingkan perkaranya oleh Jaksa Agung. Menurut penulis 
merupakan bentuk nyata bahwa Abraham Samad berbeda perlakuannya 




di hadapan hukum dengan orang lain yang tidak dikesampingkan 
perkaranya demi kepentingan umum.  
Walaupun, penulis mengakui bahwa ada asas oportunitas yang 
merupakan dasar penyampingan perkara yang menganggap bahwa jika 
perkaranya ditutup demi kepentingan umum bukan berarti orang tersebut 
istimewa melainkan lebih banyak kerugian yang akan ditimbulkan jika 
tetap dilanjutkan perkaranya. Tetapi, haruslah diakui bahwa dengan asas 
oportunitas itu pada pihak penuntut umum (Jaksa Agung) ada kekuasaan 
yang besar sekali, dan jika jumlah seponering itu banyak, maka orang 
akan merasakan bahwa perlu diadakannya batas-batas terhadap struktur, 
dan perlu adanya garis-garis yang lebih pasti dan ditentukan pula batas-
batas dalam kebijaksanaan penuntutan.118 
Sebagai bahan perbandingan antara asas legalitas dan oportunitas 
yang berlaku di berbagai negara119, maka penulis membuat tabel 







                                                          
118 Roeslan Saleh, 1978, Suatu Reorintasi dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 
29-30. 
119 Keterangan Andi Hamzah dalam Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 Perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikutip dari: 
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&cari=2












1. Jerman Walaupun Jerman menganut asas legalitas 
bukan oportunitas, artinya semua perkara 
yang cukup bukti harus dilimpahkan ke 
pengadilan. Namun, Jerman telah 
mengendurkan asas itu dengan beberapa 
pengecualian. Jaksa (staatsanwalt) telah 
menerapkan asas oportunitas, diskresi 
penuntutan, terhadap perkara pembobol 
rumah untuk melakukan kejahatan, perkara 
kerah putih (white collar crime) tertentu, dan 
perkara seks tanpa kekerasan terhadap anak 
di bawah umur. Jaksa federal Jerman dapat 
mengesampingkan perkara berat, khusus, 
misalnya pengkhianatan terhadap negara, 
terorisme, jika pelaku membantu menumpas 
bahaya terhadap keamanan negara.  
2. Austria Austria mengikuti Jerman karena agama, 
ras, budaya, bahasa, agama sama. Ada 
pepatah, “If Germany has it, Austria will soon 
get it.” Jika Jerman mempunyainya, maka 





Italia juga sudah menerapkan diskresi, Italia 
mengubah KUHAP-nya menjadi sama 
dengan Amerika advisory system. Dengan 
sendirinya Italia mengikuti  Amerika 
menerapkan plea bargaining, kalau orang 
mengaku, tuntutannya dikurangi.  
4. Swedia Jaksa Swedia menerapkan sanksi sendiri, 
tidak melalui hakim yang namanya 
strafbeschikking. Strafbeschikking itu adalah:  
a. Pidana tugas (taak straf), ditugaskan 
pada pelanggar untuk belajar atau 
bekerja paling lama 180 jam. 
b. Denda. Bayar denda, tidak dituntut lagi 
sebesar yang tercantum dalam undang-
undang. 
c. Larangan berlalu lintas. Kendaraannya 




d. Pembayaran kepada negara sejumlah 
uang yang akan diserahkan kepada 
korban. Jadi tidak dituntut dengan syarat 
akan menyerahkan uang kepada negara 
dan kemudian diserahkan kepada 
korban. 
e. Larangan mengemudikan kendaraan 
paling lama 6 bulan. 
 
Jadi ini merupakan penerapan asas 
oportunitas (tidak menuntut) dengan syarat. 
Strafvordering atau strafbeschikking di 
Belanda itu ditiru dari Swedia 
strafforellaggende. Padahal Swedia 




 Berdasarkan tabel di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
bahwa negara yang menganut asas legalitas seperti Jerman dalam 
beberapa hal juga menganut asas oportunitas yaitu terhadap perkara 
pembobol rumah untuk melakukan kejahatan, perkara kerah putih (white 
collar crime) tertentu, dan perkara seks tanpa kekerasan terhadap anak di 
bawah umur. Selain itu Jaksa federal Jerman dapat mengesampingkan 
perkara berat terkhusus kasus pengkhianatan terhadap negara, terorisme, 
jika pelaku membantu menumpas bahaya terhadap keamanan negara. 
Hal tersebut diberikan karena bobot kesalahannya ringan, dan hal 
tersebut diberikan demi kepentingan umum. 
Negara yang selanjutnya yang menganut asas legalitas yaitu 
negara Italia, negara Italia ketika seseorang mengakui kesalahannya 
maka Jaksa akan mengurangi tuntutannya. Hal ini di Indonesia disebut 
sebagai alasan yang dapat meringankan tuntutan pidana yang dilakukan 
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oleh Penuntut Umum. Namun, bukanlah alasan untuk mengesampingkan 
perkara demi kepentingan umum. Sehingga walaupun seorang tersangka 
atau terdakwa mengakui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang 
melawan hukum, maka proses hukumnya tetap berjalan dan tidak 
dikesampingkan perkaranya oleh Jaksa Agung. 
Selain negara Jerman dan Italia sebagai negara yang menganut 
asas legalitas, maka Swedia yang juga negara yang menganut asas 
legalitas pun dalam beberapa hal dapat dikatakan juga menerapkan asas 
oportunitas (tidak menuntut) dengan syarat. Hal ini disebabkan Jaksa di 
negara Swedia menerapkan sanksi sendiri, tidak melalui hakim yang 
namanya strafbeschikking. Strafbeschikking itu adalah pidana tugas (taak 
straf); ditugaskan pada pelanggar untuk belajar atau bekerja paling lama 
180 jam; bayar denda, tidak dituntut lagi sebesar yang tercantum dalam 
undang-undang; larangan berlalu lintas dan kendaraannya harus 
dikandangkan di garasi beberapa waktu; pembayaran kepada negara 
sejumlah uang yang akan diserahkan kepada korban, hal tersebut tidak 
dituntut dengan syarat akan menyerahkan uang kepada negara kemudian 
diserahkan kepada korban; Larangan mengemudikan kendaraan paling 
lama 6 bulan. Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa 
negara-negara yang menganut asas legalitas pun dalam beberapa hal 
juga menerapkan asas oportunitas sebagai penyeimbang dari kekakuan 
asas legalitas yang terkadang dapat menghambat salah satu terciptanya 
tujuan hukum yaitu keadilan. 
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Tabel 4. 2. Negara-Negara yang Menerapkan Asas Oportunitas 
NO. NAMA NEGARA KETERANGAN 
1. Belanda Dasar hukum penggunaan asas oportunitas 
diatur dalam Pasal 167 Strafvordering 1926, 
hal itu berarti jika dilakukan penuntutan akan 
merugikan kepentingan umum, kepentingan 
pemerintah atau kepentingan individu terdakwa 
sudah tua, pelaku bukan residivis, kerugian 
sudah diganti. Jika ancaman pidananya denda 
atau penjara tidak lebih 5 tahun penjara, di 




pernah ada isu di Belanda Suami Ratu Juliana, 
Bernhart diperkirakan menerima suap dari 
Lockheed sebesar USD 1 juta. Tidak 
dirahasiakan kepada rakyat, hanya isu saja, 
dan Pemerintah Belanda bersama parlemen 
menghimbau Jaksa Agung agar menerapkan 
asas oportunitas karena kalau ini suami raja 
diajukan ke pengadilan, Kerajaan Belanda 
runtuh. Harus berubah menjadi republik, maka 
perkara di-seponer. 
Implikasi: 
Jadi jaksa menerapkan sanksi sendiri, tidak 
melalui hakim yang namanya strafbeschikking. 
Strafbeschikking itu adalah: 
a. Pidana tugas (taak straf), ditugaskan pada 
pelanggar untuk belajar atau bekerja paling 
lama 180 jam. 
b. Denda. Bayar denda, tidak dituntut lagi 
sebesar yang tercantum dalam undang-
undang. 
c. Larangan berlalu lintas. Kendaraannya harus 
dikandangkan di garasi beberapa waktu. 
d. Pembayaran kepada negara sejumlah uang 
yang akan diserahkan kepada korban. Jadi 
tidak dituntut dengan syarat akan 
menyerahkan uang kepada negara dan 
kemudian diserahkan kepada korban. 
e. Larangan mengemudikan kendaraan paling 
lama 6 bulan 
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2. Prancis Perancis menganut asas oportunitas sejak 
tahun 1789 dengan nama classer sans suite, 
classer sans suite. Jika melihat kasusnya tidak 
perlu dituntut. Pada tahun 1958 secara resmi 
asas oportunitas diatur dalam KUHAP Prancis 
dengan alasan kebijakan (policy). Jadi public 
interest drop. Umumnya perkara ringan, bukan 
residivis, dan kerugian sudah diganti. Sering 
juga kejahatan terjadi atas keadaan korban 
sendiri. Jadi tidak dituntut karena kejahatan 
terjadi atas kesalahan korban sendiri. 
3. Belgia  Jaksa Belgia boleh mengajukan perkara yang 
namanya classer sans suite. Di samping 
simple drop, seperti kurang bukti. Jaksa Belgia 
dapat menghentikan penuntutan dengan 
percobaan, dikenal sebagai pretorium 
probation. Penghentian penuntutan dengan 
percobaan itu antara lain dilarang berkunjung 
ke tempat tertentu, dilarang menemui 
seseorang. 
4. Rusia KUHAP Federasi Rusia anno 2004, Pada 
Pasal 221 ayat (2) mengenal tindakan dan 
putusan penuntut umum berbunyi, “Penuntut 
umum, dismissing the criminal case or criminal 
prosecution as to any of the individual 
accuseds in full or in part.” Menyampingkan 
perkara kriminal atau penuntutan kriminal 
terhadap seseorang secara penuh atau 
sebagian.  
5. Georgia Pasal 106, “Decision to terminate investigation 
and/or.. criminal prosecution.” Putusan untuk 
menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan 
pada yang satu dikatakan, “A prosecutor shall 
decide the issue of terminating investigation 
and/or criminal prosecution by his/her ruling. 
This ruling cannot be appealed in court. It can 
be appealed by a victim only once to a superior 
prosecutor.” Penuntut umum dapat 
memutuskan tentang penghentian penyidikan 
dan/atau penuntutan dengan penetapan. 
Penetapan ini tidak dapat dibanding ke 
pengadilan. Penetapan hanya boleh dibanding 
oleh korban, hanya sekali kepada Jaksa tinggi. 
6. Jepang KUHAP yang mengatur diskresi penuntutan 
yang diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Indonesia menjadi penangguhan penuntutan. 
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Hal itu dilakukan jika: 
a. Umur, watak, dan keadaan pelaku masih 
muda atau sudah tua, belum pernah 
dipidana. 
b. Bobot atau dimensi perbuatannya. 
c. Kondisi yang diakibatkannya, termasuk 
apakah kejahatan yang dilakukan karena 
dipancing oleh korban, berapa besar 
kerugian korban, apakah sudah dibayar 
ganti kerugian kepada korban, apakah 
perasaan korban sudah pulih, apakah ada 
perdamaian antara korban dan pelaku, 
apakah ada dampaknya kepada 
masyarakat, apakah pelaku menyesal. 
7. Turki Turki menerapkan asas oportunitas, bukan 
untuk kepentingan umum saja, tetapi juga 
untuk kepentingan individu. Kalau orang sudah 
bayar denda, tidak diteruskan lagi, perkaranya 
dihentikan. 
 
Berdasarkan tabel di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
bahwa negara yang menganut asas oportunitas seperti Belanda yang 
memberikan kewenangan kepada setiap Jaksa penuntut umumnya untuk 
menyampingkan perkara seseorang jika penuntutannya akan merugikan 
kepentingan umum, kepentingan pemerintah atau kepentingan individu 
terdakwa sudah tua, pelaku bukan residivis, kerugian sudah diganti dan 
ancaman pidananya denda atau penjara tidak lebih 5 tahun penjara. Maka  
perkaranya tidak diteruskan lagi ke pengadilan. 
Selanjutnya negara yang juga menerapkan asas oportunitas yaitu 
Prancis yang dimulai secara resmi sejak tahun 1958 yang diatur dalam 
KUHAP Prancis. Prancis menerapkan asas oportunitas ini dengan 
memberikan kebijakan untuk tidak menuntut kepada seseorang yang 
melakukan tindak pidana yang perkaranya ringan, bukan residivis, dan 
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kerugian sudah diganti bahkan kejahatan yang terjadi atas keadaan 
korban sendiri. 
Kemudian negara Belgia sebagai negara yang menganut asas 
oportunitas, memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk tidak menuntut 
yang perkaranya kurang bukti dan Jaksa Belgia dapat menghentikan 
penuntutan dengan percobaan yang meliputi larangan kepada terdakwa 
untuk berkunjung ke tempat tertentu dan dilarang menemui seseorang. 
Negera selanjutnya yang menganut asas oportunitas yaitu negara 
Jepang. Negara Jepang penuntut umumnya dapat melakukan 
penangguhan penuntutan jika umur, watak, dan keadaan pelaku masih 
muda atau sudah tua; belum pernah dipidana; bobot atau dimensi 
perbuatannya; kejahatan yang dilakukan karena dipancing oleh korban, 
kerugian korban tidak terlalu besar, membayar ganti rugi kepada korban, 
perasaan korban sudah pulih, adanya perdamaian antara korban dan 
pelaku, kejahatan yang dilakukan tidak berdampak kepada masyarakat, 
pelaku menyesal atas perbuatannya. 
 Turki sebagai negara yang juga menerapkan asas oportunitas 
dalam hal ini Jaksa diberikan kewenangan untuk tidak melakukan 
penuntutan atas dasar demi kepentingan umum dan untuk kepentingan 
individu. Selain itu, Jaksa juga dapat tidak melakukan penuntutan jika 
terdakwa sudah bayar denda atas perbuatannya. 
Dari kesimpulan tentang negara-negara yang menganut asas 
oportunitas di atas, dapat dilihat bahwa setiap negara dalam menjalankan 
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asas oportunitas memilki corak khas tersendiri dan memiliki kelebihan dan 
kekurangan jika kemudian diterapkan di Indonesia. Walaupun penulis 
menyadari bahwa hukum suatu negara tidak dapat ditransfer dan 
diterapkan begitu saja kepada negara yang lain sebagaimana teori Robert 
Seidman yaitu the law of the non transferability of law. 
 Selanjutnya menurut penulis perlunya dibahas secara 
komprehensif makna pasal 35 khususnya huruf c dari Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa 
Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ‘Mengesampingkan 
perkara demi kepentingan umum’. Selanjutnya ketentuan a quo 
menjelaskan maksud dari pasal 35 huruf c tersebut  ‘kepentingan umum’ 
adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat 
luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan 
oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari 
badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan 
masalah tersebut. 
Ketentuan a quo menegaskan bahwa penyampingan perkara 
merupakan wewenang Jaksa Agung dalam memberikan seponering 
kepada seseorang jika memenuhi unsur kepentingan bangsa dan negara 
dan/atau kepentingan masyarakat luas. Maka dari itu ketentuan a quo 
mengharuskan Jaksa Agung dalam memberikan seponering haruslah 
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berdasarkan dua unsur pada ketentuan a quo yaitu unsur kepentingan 
bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. 
Unsur-unsur pemberian seponering pada ketentuan a quo meliputi: 
pertama, unsur bangsa dan negara; kedua, unsur kepentingan 
masyarakat luas; ketiga, unsur bangsa dan negara dan atau unsur 
kepentingan masyarakat luas. Jadi, Jaksa Agung dalam memberikan 
seponering harus berdasarkan salah satu atau keseluruhan dari unsur di 
atas.  
Menurut pendapat Prof. J.M. van Bemmelen terdapat tiga alasan 
untuk tidak melakukan penuntutan120 
1. Demi Kepentingan Negara (staats belang) 
Kepentingan Negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika    
terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu 
perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang.  
Sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat, dalam 
keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada negara.    
Contohnya ialah bila terjadi penuntutan akan berakibat suatu     
pengumuman (openbaring) yang tidak dikehendaki dari rahasia      
negara. 
2. Demi Kepentingan Masyarakat (maatschapelijk belang) 
Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak    
dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kriteria ini tidak    
menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah atau     
sedang berubah dalam masyarakat. Contohnya pendapat-    
pendapat yang dapat berubah atau sedang berubah tentang   
pantas tidaknya dihukum beberapa delik asusila. 
3. Demi Kepentingan Pribadi (particular belang) 
Termasuk di dalamnya kriteria-kriteria bila kepentingan pribadi 
menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah persoalan-    
persoalan hanya perkara-perkara kecil. Dan atau jika yang 
melakukan tindak pidana telah membayar kerugian dan dalam 
keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan 
                                                          




dengan penuntutan atau penghukuman. Bagi si petindak sendiri 
kepentingan-kepentingan pribadinya terlampau berat terkena jika 
dibandingkan dengan kemungkinan hasil dari proses pidana 
yang bagi kepentingan umum tidak akan bermanfaat. Jadi 
keuntungan yang diperoleh dari penuntutan adalah tidak 
seimbang dengan kerugian-kerugian yang timbul terhadap 
terdakwa dan masyarakat. 
 
Pada kasus Abraham Samad, Jaksa Agung berpendapat121 bahwa 
alasan pemberian seponering bagi Abraham Samad meliputi Alasan 
filosofis, sosiologis dan yuridis. Menurut Jaksa Agung alasan filosofisnya 
yaitu terjadinya kegaduhan publik karena terganggunya harmonisasi antar 
institusi penegak hukum. Sehingga hukum tidak dapat terwujud secara 
maksimal. Sementara, alasan sosiologisnya adalah karena terganggunya 
pemberantasan korupsi sebab tersangka adalah tokoh dan aktivis yang 
diakui luas oleh masyarakat dan yang terakhir yaitu alasan yuridis, Jaksa 
Agung mengatakan bahwa dalam pemberian seponering Abraham Samad 
dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum. 
Pada pembahasan Undang-undang No. 15 Tahun 1961 Tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, membahas 
terkait kriteria dalam hal ini lingkup kepentingan umum. Dimana 
penyampingan perkara demi kepentingan umum tidak dilakukan terhadap 
perkara kecil seperti pencurian ubi.122 
                                                          
121 http://nasional.kompas.com/read/2016/02/12/05200051/Kasus.Abraham-
Bambang.Akan.Berakhir.seperti.Bibit-Chandra.?page=all, (13 November 2016). 





Oleh karena itu, dari pembahasan Undang-undang No. 15 Tahun 
1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, 
diketahui bahwa maksud kepentingan umum tidak terkait perkara ringan. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyampingan perkara hanya dikecualikan 
untuk perkara ringan dan untuk perkara lainnya Jaksa Agung diberikan 
kewenangan untuk memberikan seponering. 
Pemberian seponering oleh Jaksa Agung tidak serta merta menjadi 
kewenangan penuh. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 35 
huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 mengatakan bahwa Jaksa 
Agung memperhatikan badan-badan lain yang terkait dengan masalah 
penyampingan perkara tersebut. Hal ini menegaskan bahwa jaksa Agung 
dalam memberikan seponering terlebih dahulu melakukan koordinasi 
kepada lembaga yang terkait dengan perkara tersebut.  
Dalam pemberian seponering terhadap Abraham Samad, Jaksa 
Agung telah melakukan koordinasi atau dalam hal ini meminta 
pertimbangan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian 
Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Menurut penulis bahwa Jaksa 
Agung dalam menjalankan Pasal 35 huruf c (penjelasan pasal a quo) 
tidaklah tepat disebabkan oleh adanya lembaga yang tidak relevan 
dengan kasus Abraham Samad seperti lembaga Mahkamah Agung. 
Penulis beralasan bahwa perkara Abraham Samad belum dilimpahkan ke 
pengadilan. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung belum mengetahui 
bagaimana posisi kasus dari perkara tersebut.  
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Adapun lembaga Kepresidenan (Presiden), sudah seyogyanya Jaksa 
Agung memperhatikan pertimbangan Presiden disebabkan Kejaksaan RI 
merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang memiliki peranan 
sebagai pengacara negara. Selanjutnya lembaga Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) yang dimintai pertimbangan terkait seponering Abraham 
Samad, menurut penulis hal tersebut sudah tepat karena DPR merupakan 
lembaga pengawasaan yang mengawasi kinerja dari eksekutif, dan yang 
terakhir adalah DPR yang merupakan representasi dari rakyat 
seyogyanya Jaksa Agung dalam pertimbangannya menjadikan salah satu 
penentu terkait unsur kepentingan masyarakat luas dalam pemberian 
seponering Abraham Samad telah terpenuhi atau tidak.    
Beranjak dari pemberian seponering Abraham Samad oleh Jaksa 
Agung sebagaimana penulis uraikan di atas, maka penulis berpendapat 
bahwa adanya ketidakjelasan penafsiran kepentingan bangsa dan negara 
dan/atau kepentingan masyarakat luas sehingga penyampingan perkara 
Abraham Samad merupakan bentuk penyelundupan hukum melalui 
kewenangan Jaksa Agung yang secara yuridis dibenarkan namun 
menurut penulis tidak berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan 
hukum. Menurut penulis jika alasan Jaksa Agung dalam 
mengesampingkan perkara Abraham Samad atas dasar bahwa Abraham 
Samad adalah pegiat anti korupsi, terganggunya kinerja Komisi 
Pemberantas Korupsi (KPK), dan terjadinya kegaduhan publik karena 
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terganggunya harmonisasi antar institusi penegak hukum. Sehingga 
hukum tidak dapat terwujud secara maksimal.  
Menurut penulis bahwa alasan tersebut belum mencerminkan unsur 
kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. 
Perkara Abraham Samad tidak menimbulkan kegaduhan yang cukup 
besar dikalangan masyarakat, ketidakpuasan terhadap perkara Abraham 
Samad hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat. 
Penulis berpendapat bahwa adanya kesalahan berpikir yang tidak 
terampungkan, jika Jaksa Agung menganggap bahwa kegaduhan yang 
terjadi di masyarakat yang dilakukan segelintir masyarakat tersebut 
diartikan sebagai suatu kegaduhan yang luar biasa. Sehingga perkara 
Abraham Samad haruslah dikesampingkan demi kepentingan umum. 
Menurut penulis hal ini juga akan menjadi preseden buruk bagi 
penegakan hukum di Indonesia, jika yang ditafsirkan kegaduhan yang 
terjadi di masyarakat sebagai alasan untuk mengesampingkan perkara 
demi kepentingan umum yang hanya dilakukan ‘segelintir masyarakat’ 
agar dapat dikeluarkannya seponering kepada seseorang. Sehingga 
penulis menilai hal tersebut tidaklah berkemanfaatan hukum.  
Selanjutnya, salah satu alasan pemberian seponering dengan dalil 
sebagai pegiat anti korupsi sebagaimana Jaksa Agung kemukakan di 
atas, maka konsekuensinya akan begitu banyak pegiat anti korupsi yang 
akan diberikan penyampingan perkara oleh Jaksa Agung, dan hal itu 
berarti pegiat anti korupsi kebal akan jeratan hukum. Padahal pada 
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dasarnya prinsip equality before the law tidak memandang seseorang 
merupakan pegiat anti korupsi, memiliki jabatan tinggi maupun rendah 
bahkan kaya maupun miskin semua sama dihadapan hukum tanpa ada 
kecualinya. Jika ditelaah lebih mendalam alasan di atas, maka akan 
banyak tuntutan agar penyampingan perkara dapat juga diberikan kepada 
pegiat-pegiat di bidang yang lain seperti pegiat hak asasi manusia (HAM), 
pegiat lingkungan dan lain-lain. 
Alasan kedua Jaksa Agung memberikan penyampingan perkara 
kepada Abraham Samad yaitu karena jika perkaranya tetap dilanjutkan, 
maka kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terganggu. 
Menurut penulis yang menjadi poin penting bahwa pada saat pemberian 
penyampingan perkara Abraham Samad oleh Jaksa Agung tertanggal 3 
Maret 2016, status Abraham Samad tidak lagi menjabat sebagai Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini disebabkan karena Presiden telah 
menunjuk pelaksana tugas yang menggantikan Abraham Samad. 
Sehingga menurut penulis alasan kedua ini kabur dan tidak jelas, 
sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.  
Alasan ketiga Jaksa Agung memberikan penyampingan perkara 
Abraham Samad yaitu karena jika perkaranya tetap dilanjutkan maka 
dikhawatirkan terjadinya kegaduhan publik karena terganggunya 
harmonisasi antar institusi penegak hukum. Sehingga hukum tidak dapat 
terwujud secara maksimal. Seperti penulis kemukakan sebelumnya bahwa 
Abraham Samad tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komisi 
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Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat diberikannya penyampingan 
perkara oleh Jaksa Agung, sehingga kegaduhan publik karena 
terganggunya harmonisasi antar institusi penegak hukum yang mana yang 
akan timbul jika tidak dikesampingkan perkaranya oleh Jaksa Agung. 
Menurut penulis alasan tersebut di atas tidak berdasar dan terlalu 
dipaksakan, karena indikator masyarakat itu sendiri yang tidak jelas. 
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi dari 
rakyat telah menolak penyampingan perkara Abraham Samad oleh Jaksa 
Agung. Sehingga ketika wakil rakyat yang direpresentasikan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) telah menolak maka hal itu berarti rakyat sendiri 
yang menolak penyampingan perkara Abraham Samad. sehingga hal 
tersebut menimbulkan ketidakadilan karena DPR telah menolak usul 
Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara Abraham samad akan 
tetapi Jaksa Agung tetap melanjutkan untuk mengesampingkan perkara 
Abraham Samad. 
Pada akhirnya menurut penulis dengan ketiga alasan Jaksa Agung 
dalam menyampingkan perkara Abraham Samad adalah hal yang tidak 
koheren dengan penegakan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat 
Indonesia dan jauh dari semangat lahirnya seponering tersebut. 
Walaupun, Jaksa Agung mempunyai diskresi dalam menafsirkan tentang 
kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas 




Menurut penulis dalam kasus pemberian seponering kepada 
Abraham Samad oleh Jaksa Agung, haruslah diatur mengenai kriteria-
kriteria atau batasan-batasan agar seseorang tersangka dapat 
dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum. Hal ini bertujuan 
tidak adanya penyelundupan hukum yang dilindungi atas dasar 
kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara seseorang 
tersangka. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis sepakat dengan 
pendapat Roescoe Pound tentang pengertian kepentingan umum yaitu: 
kepentingan negara sebagai penjamin kepentingan masyarakat, yang 
kemudian dijabarkan melalui lima bagian, yaitu123: 
1. Kedamaian dan ketertiban 
2. Perlindungan lembaga sosial 
3. Pencegahan kemorosotan akhlak 
4. Pencegahan pelanggaran hak 
5. Kesejahteraan sosial 
Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan 
kriteria-kriteria ‘kepentingan umum’, maka perlunya mengetahui secara 
historis pelaksanaan pemberian seponering oleh Jaksa Agung di 
                                                          
123 Sukarno Aburaera, dkk, 2013, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, hlm. 127. 
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Indonesia, dan penulis sepakat dengan pengelompokan dari sepuluh acta 
van seponering dari masa ke masa menurut Arin Karniasari yaitu124: 
1. Menjaga stabilitas politik 
2. Mengutamakan pendapatan bagi negara 
3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 
5. Menjaga stabilitas roda pemerintahan 
6. Menghindari terhambatnya pemberantasan tindak pidana korupsi 
Menurut Penulis setelah melakukan analisis terhadap 
pengelompokan dari sepuluh acta van seponering dari masa ke masa oleh 
Arin Karniasari  dan pendapat Roscoe Pound, kemudian penulis berusaha 
merumuskan terkait kriteria-kriteria kepentingan umum yang menurut 
penulis sebagai ius constituendum yang merupakan salah satu alternatif 
pilihan, untuk dapat dipertimbangkan dalam merumuskan kriteria-kriteria 
‘demi kepentingan umum’ nantinya dalam Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Menurut penulis kepentingan umum dibagi menjadi dua bagian 
kepentingan yaitu kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan 
masyarakat luas. Kemudian penulis mengelompokkan kriteria kepentingan 
bangsa dan negara terdiri dari: persatuan dan kesatuan bangsa dan 
negara, kedamaian dan ketertiban umum, stabilitas roda pemerintahan. 
Sedangkan kriteria kepentingan masyarakat luas terdiri dari: pencegahan 
                                                          
124 Arin Karniasari, Op.Cit., hlm. 114  
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pelanggaran hak, pencegahan kemorosotan akhlak, perlindungan 
lembaga sosial dan kesejahteraan umum. 
Dari kriteria di atas penulis mengharapkan ketika Jaksa Agung akan 
memberikan seponering, maka dapat menggunakan kriteria di atas 
sebagai alternatif dalam menafsirkan kepentingan umum. Selanjutnya  
menurut penulis kriteria kepentingan umum tidak harus dijabarkan secara 
spesifik mengenai jenis tindak pidana dan berat ringannya ancaman 
hukuman yang dapat diberikan seponering, cukup berdasarkan pada 
alasan terkait kriteria di atas, yang kemudian Jaksa Agung akan 
mengelompokkan hal tersebut sebagai alasan seponering yang 
merupakan diskresinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Menurut penulis kriteria-kriteria yang penulis kelompokkan, 
setidaknya telah memberikan gambaran ketika Jaksa Agung akan 
memberikan seponering kepada seseorang, dan dapat memberikan 
penerangan terhadap apa yang dimaksud dengan kepentingan umum 
dalam penjelasan pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang saat ini menurut penulis 
masih kabur dan tidak jelas.  
Menurut penulis tidak urgennya ditambahkan kriteria jenis tindak 
pidana dan kepada pelaku tindak pidana tertentu dalam penjelasan pasal 
35 huruf c undang-undang a quo, karena semakin banyak aturan yang 
mengatur suatu peraturan maka akan mereduksi nilai-nilai keadilan. 
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Kekhawatiran penulis akan hal tersebutlah, sehingga tidak urgennya diatur 
kriteria jenis tindak pidana dan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang 
dapat diberikan seponering, karena niat untuk mengatur agar tidak terjadi 
kesewenang-wenangan yang berpotensi dilakukan oleh Jaksa Agung 
dikhawatirkan berimplikasi akan tereduksinya nilai-nilai keadilan jika diatur 
lebih khusus mengenai jenis tindak pidana dan pelaku tindak pidana 
tertentu. 
Selanjutnya, menurut penulis sebagai bahan pertimbangan terhadap 
upaya hukum terhadap ketidakpuasan atas keputusan atau ketetapan 
Jaksa Agung dalam memberikan penyampingan perkara demi 
kepentingan umum terhadap sesorang tersangka, dan sebagai sarana 
penyeimbang dari subjektifitas seorang Jaksa Agung dalam menafsirkan 
kepentingan umum tersebut menjadi lebih objektif. Maka, penulis 
berpendapat agar dimungkinkannya praperadilan sebagai upaya hukum 
terhadap ketidakpuasan atau anggapan bahwa Jaksa Agung telah 
melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan kewenangannya 
yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Menurut penulis, karena sifat-sifat abstrak yang menjadi objek dari 
praperadilan saat ini adalah keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh 
pejabat-pejabat dalam rangka penegakan hukum pidana sebelum 
dimasukkannya berkas perkara di pengadilan. Hal tersebut tentu memiliki 
kesamaan sifat dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut 
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
akan tetapi dikecualikan pada pasal 2 huruf d Undang-undang a quo yang  
konsekuensi dari dikecualikannya pasal a quo adalah tidak adanya sarana 
peradilan untuk menguji KTUN dalam rangka penegakan hukum pidana, 
sehingga praperadilan seyogyanya menjadi peradilan administrasi 
terhadap keputusan-keputusan dalam rangka penegakan hukum pidana 
sebelum dimasukkannya ke pengadilan termasuk dalam hal ini adalah 
seponering. 
Selanjutnya, menurut penulis jika dimungkinkannya seponering 
menjadi objek praperadilan sebagai upaya hukum terhadap ketidakadilan 
atau ketidakpuasan yang dikeluarkan Jaksa Agung. Maka hal tersebut 
memiliki kesamaan dengan sebelum adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 terkait objek yang 
diatur dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan 
praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, 
penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Maka dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas ranah praperadilan 
termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan 
penyitaan.125 
Mahkamah Konstitusi membuat putusan ini dengan 
mempertimbangkan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa 
                                                          
125 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428163639-12-49799/mk-putuskan-
penetapan-tersangka-masuk-objek-praperadilan/ ( 15 Januari 2017) 
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Indonesia adalah negara hukum, sehingga asas due process of law harus 
dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum demi 
menghargai hak asasi seseorang.126 Sehingga menurut penulis dengan 
adanya perluasan makna yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait 
objek kewenangan praperadilan tersebut, penulis menilai bukan hal yang 
mustahil jika dinamika dan perkembangan hukum di Indonesia akan 
memasukkan seponering menjadi objek praperadilan sebagai upaya 
hukum terhadap ketidakadilan atau ketidakpuasan yang dikeluarkan Jaksa 
Agung. Dengan demikian, jika dimasukkan seponering dalam objek 
kewenangan praperadilan maka nilai-nilai subjektifitas Jaksa Agung dalam 
melakukan kewenangannya akan bertransformasi menjadi objektif. 
Penulis berpendapat bahwa ketika seponering tersebut masuk dalam 
objek  praperadilan, pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan 
yaitu: korban, pelaku, dan warga Negara Indonesia yang merasakan 
kerugian materil maupun non materil terhadap perbuatan pelaku (tindak 
pidana korupsi, narkotika, terorisme dan lain-lain). Sehingga sarana 
praperadilan sebagai wadah dalam melindungi segenap hak-hak asasi 
manusia bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana penulis 
sebutkan di atas. 
Alasan peneliiti bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan 
praperadilan atas ketidakpuasan, atau ketidakadilan seponering yang 
dikeluarkan oleh Jaksa Agung, sebagai berikut: 
                                                          
126 Ibid.  
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1.  Pihak Korban 
Menurut penulis, korban sebagai orang yang menderita atau 
merasakan langsung akibat perbuatan jahat yang dilakukan pelaku 
kejahatan adalah salah satu pihak yang dapat melakukan pengajuan 
keberatan terhadap keputusan Jaksa Agung dalam mengesampingkan 
perkara tersangka. Hal ini demi mewujudkan pemenuhan hak asasi 
manusia yang dimiliki korban sebagai akibat yang ditimbulkan dari 
kejahatan yang dilakukan si pelaku/tersangka sebagaimana telah diatur 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 
D ayat (1)127, Pasal 28 G ayat (1)128, Pasal 28 I ayat (2)129. 
2. Pihak Pelaku 
Menurut penulis, pelaku/tersangka merupakan salah satu pihak yang 
dapat diberikan hak untuk melakukan pengajuan keberatan dengan 
diberikannya seponering oleh Jaksa Agung, penulis beranggapan bahwa 
karena dalam penjelasan pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak menjelaskan 
bahwa Jaksa Agung dalam menjalankan asas oportunitas, memperhatikan 
saran atau pendapat dari ‘pelaku’ dan yang hanya dijelaskan yaitu 
                                                          
127 Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 
128 Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri 
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta 
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 
129 Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 
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memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan 
negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.  
Menurut penulis, konsekuensi tidak diperhatikannya saran dari pihak 
pelaku maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan dan kepastian 
hukum, karena jika seorang tersangka dikesampingkan perkaranya demi 
kepentingan umum oleh Jaksa Agung maka statusnya bukanlah seorang 
yang bersalah karena hanya putusan hakim yang berkekuatan hukum 
yang tetap yang dapat mengubah status seseorang menjadi orang yang 
bersalah, selama belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum 
tetap maka asas presumption of innocence yang digunakan.  
Menurut penulis ketika dikesampingkan perkara seseorang, nama 
baik seorang pelaku/tersangka tersebut tidak dipulihkan, dan hal ini 
menyebabkan ketimpangan karena secara hukum dia bukan orang yang 
bersalah, namun secara sosial dia merupakan orang yang bersalah 
karena besar kemungkinan pelaku/ tersangka tersebut terbukti melakukan 
kejahatan.  
Sehingga menurut penulis perlunya pihak pelaku/tersangka masuk 
dalam kriteria yang dapat mengajukan keberatan atas pemberian 
penyampingan perkara oleh Jaksa Agung, karena tidak ada jaminan 
bahwa seorang tersangka tersebut berkeinginan untuk dikesampingkan 
perkaranya oleh Jaksa Agung, melainkan ada kemungkinan besar bahwa 
seorang tersangka berkeinginan untuk melanjutkan perkaranya ke 
pengadilan demi menunjukkan kebenaran yang sebenar-benarnya, dan 
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nama baiknya pun dapat terpulihkan jika nantinya tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituntut oleh penuntut 
umum. 
3. Warga Negara Indonesia 
Menurut penulis bahwa seluruh Warga Negara Indonesia yang 
‘berkepentingan’ dapat menjadi salah satu pihak dalam mengajukan 
keberatan atas dikesampingkannya perkara seseorang oleh Jaksa Agung 
atas dasar demi kepentingan umum. Hal ini berdasarkan pada akibat yang 
ditimbulkan dari perbuatan tersangka tersebut yang menyebabkan Warga 
Negara Indonesia dapat merasakan secara langsung maupun tidak akibat 
yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka tersebut.  
Sebagai contoh jika ada pelaku atau tersangka tindak pidana korupsi 
yang kemudian dikesampingkan perkaranya oleh Jaksa Agung atas dasar 
demi kepentingan umum, dan akibat dari perbuatan korupsi yang 
menyebabkan banyak dampak negatif yang dapat menyentuh lapisan 
masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan. Maka, Warga Negara 
Indonesia sebagai pihak yang ‘berkepentingan’ (wajib pajak) merasakan 
kerugian dari perbuatan tersangka tindak pidana korupsi karena akibat 
perbuatannya merugikan keuangan negara yang berimplikasi 




Dari keseluruhan uraian penulis terkait kriteria-kriteria kepentingan 
umum, seponering yang dimasukkan dalam kewenangan praperadilan, 
serta pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan atas ketidakadilan 
atau ketidakpuasan terhadap keputusan atau ketetapan Jaksa Agung 
dalam mengesampingkan perkara seorang tersangka. Maka, penulis 
membuat suatu konstruksi yang penulis namakan sebagai pohon 










Gambar 4. 1. Pohon Seponering 
 
Dari gambar pohon seponering di atas, maka kriteria-kriteria 
kepentingan bangsa dan negara dan atau masyarakat luas yang menjadi 
dasar bagi Jaksa Agung yang nantinya mengeluarkan seponering bersifat 
objektif maka diperlukan akar yang kuat (kewenangan pra peradilan) 
untuk menyokong dan memperkokoh batang (kepentingan bangsa dan 
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negara dan atau masyarakat luas). Sehingga, seponering yang 
dikeluarkan kedepannya berdasarkan subjektifitas Jaksa Agung telah ada 
sarana penyeimbang untuk mentransformasikan menjadi lebih objektif 
yaitu kewenangan praperadilan. Hal ini berimplikasi kepada siapa pun 
yang akan menjadi Jaksa Agung nantinya akan lebih berhati-hati dan tidak 








  PENUTUP  
 
A. Kesimpulan 
1. Pemberian seponering oleh Jaksa Agung kepada Abraham Samad 
merupakan kewenangan dari Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 
huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
2.  Alasan pemberian seponering Abraham Samad terdiri tiga alasan, 
yaitu pertama, alasan filosofis yaitu terjadinya kegaduhan publik 
karena terganggunya harmonisasi antar institusi penegak hukum. 
Sehingga hukum tidak dapat terwujud secara maksimal. Kedua, 
alasan sosiologi yaitu karena terganggunya pemberantasan korupsi 
sebab tersangka adalah tokoh dan aktivis yang diakui luas oleh 
masyarakat dan yang ketiga, yaitu alasan yuridis bahwa Jaksa 
Agung mengatakan bahwa dalam pemberian seponering Abraham 
Samad dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum. 
Sehingga pemberian seponering kepada Abraham Samad secara 
yuridis dibenarkan. Namun, hal tersebut tidak berkeadilan, 





1. Urgennya mempertahankan kewenangan Jaksa Agung dalam 
menyampingkan perkara demi kepentingan umum.  
2. Urgennya merevisi Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia dalam penafsiran kepentingan 
bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. 
Perlunya kriteria-kriteria terkait kepentingan umum yaitu kriteria 
kepentingan bangsa dan negarayang terdiri dari: persatuan dan 
kesatuan bangsa dan negara, kedamaian dan ketertiban umum, 
stabilitas roda pemerintahan. Sedangkan kriteria kepentingan 
masyarakat luas terdiri dari: pencegahan pelanggaran hak, 
pencegahan kemorosotan akhlak, perlindungan lembaga sosial dan 
kesejahteraan umum. 
3. Perlunya ditinjau kembali terkait penafsiran Pasal 35 huruf c 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia dalam hal sebelum Jaksa Agung memberikan 
penyampingan perkara kepada seseorang, maka harus 
memperhatikan saran dan pendapat dari pelaku, dan badan-badan 
kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah 
tersebut. Menurut penulis, badan-badan kekuasaan negara yang 
mempunyai dengan masalah tersebut haruslah dimaknai hanya 
lembaga Kepresidenan (Presiden) Kepolisian Republik Indonesia 
(Polri), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dikarenakan 
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menurut hemat penulis lembaga tersebut yang paling koheren 
dalam memberikan saran sebelum diberikannya penyampingan 
perkara kepada seseorang. 
4. Perlunya ada upaya hukum (praperadilan) terhadap ketidakadilan 
atau ketidakpuasan atas keputusan atau ketetapan Jaksa Agung 
dalam memberikan penyampingan perkara demi kepentingan 
umum terhadap sesorang tersangka, dan sebagai sarana 
penyeimbang dari subjektifitas seorang Jaksa Agung dalam 
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